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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
J1. Sockarno Hatta No. ..... Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 30 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA BADAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan  Penelolaan
Keuangan Daerah tentang Penetapan Dokumen Standar
Operasional Prosedur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Undang-undang  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 569);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
Timur dengan daftar nama sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Dokumen SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu sebagai acuan dan harus dilaksanakan oleh
setiap Bidang di Lingkungan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 3 November 2020

' KEPALA BADAN,

Y Dr. RAMADH PIRADE, SE, MM
Pangkat : PemHiina TK.I
Nip : 19700814 200212 1 006




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO NAMA SOP Pgﬁg%i‘;‘il\] TANGGAL REVISI N(;l(\)’[g R KETERANGAN

| | apruoas o o | S Eem
2. | PEMBUTAN KP4 4 SEPTEMBER 2018 02 SUB ﬁg‘;;g‘; %’\IS\% DAN
o | oz | b o
a. ;E?S‘E;OLAAN SURAT 4 SEPTEMBER 2018 04 SUB Egg;g\;ﬁ&g DAN
5. &il\é%iLOLAAN SURAT 4 SEPTEMBER 2018 05 SUB iggggl;’vl\:i% DAN
6. | PEMBUATAN SURAT TUGAS | 4 SEPTEMBER 2018 06 SUB igg&i&gﬁ DAN
;. |PENGUSULANKENAIKAN | , o~ o7 SUB BAGIAN UMUM DAN

PANGKAT

KEPEGAWAIAN




o
3

SUB BAGIAN UMUM DAN

8. | PERMOHONAN CUTI 4 SEPTEMBER 2018 | 2 NOVEMBER 2020 08 KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN

9. | PERMOHONAN PENSIUN 4 SEPTEMBER 2018 09 KEPEGAWAIAN

10. | PEMBAYARAN GAJI PNS 4 SEPTEMBER 2018 10 SUB BAGIAN KEUANGAN
PENGAJUAN SURAT

1. | DENYEDIAAN DANA (SPD) 4 SEPTEMBER 2018 11 SUB BAGIAN KEUANGAN
PENGAJUAN SURAT

12. | PERINTAH PEMBAYARAN 4 SEPTEMBER 2018 12 SUB BAGIAN KEUANGAN
(SPP)

13. | PELAPORAN PERSEDIAAN | 4 SEPTEMBER 2018 | 2 NOVEMBER 2020 13 SUB BAGIAN KEUANGAN
PENYUSUNAN LAPORAN

14. | L BUANGAN BULANAN 4 SEPTEMBER 2018 14 SUB BAGIAN KEUANGAN
PENYUSUNAN LAPORAN

15. | KEUANGAN SEMESTERAN | ¢ SEPTEMBER 2018 15 SUB BAGIAN KEUANGAN
PENYUSUNAN LAPORAN

16. | K EUANGAN TAHUNAN 4 SEPTEMBER 2018 16 SUB BAGIAN KEUANGAN
PENYUSUNAN LAPORAN

17. | REALISASI ANGGARAN 4 SEPTEMBER 2018 17 SUB BAGIAN KEUANGAN

18. | PENYUSUNAN LAKIP 4 SEPTEMBER 2018 18 SUB BAGIAN PERENCANAAN

19. | PENYUSUNAN LAPORAN 4 SEPTEMBER 2018 | 2 NOVEMBER 2020 19 SUB BAGIAN PERENCANAAN

20. | PENYUSUNAN RENJA 4 SEPTEMBER 2018 20 SUB BAGIAN PERENCANAAN

21. | PENYUSUNAN RENSTRA 4 SEPTEMBER 2018 21 SUB BAGIAN PERENCANAAN

22. | PENYUSUNAN RKA 4 SEPTEMBER 2018 | 2 NOVEMBER 2020 22 SUB BAGIAN PERENCANAAN

03, |PENGUMPULAN LAPORAN |\ «boreMBER 2018 23 SUB BAGIAN PERENCANAAN

TRIWULAN

[ A}



"‘.\ N

PENYUSUNAN LAPORAN

BIDANG AKUNTANSI

24. 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 24 SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN
DAYA SERAP NERACA DAERAH
BIDANG AKUNTANSI
25. EE;II\LYUSUNAN LAPORAN 4 SEPTEMBER 2018 25 SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN
NERACA DAERAH
BIDANG AKUNTANSI
PENYUSUNAN LAPORAN SUB BID.VERIFIKASI & SUB BID.
26. AKHIR TAHUN 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 26 PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BIDANG AKUNTANSI
PENYUSUNAN LAPORAN SUB BID.VERIFIKASI & SUB BID.
27. SEMESTERAN 4 SEPTEMBER 2018 27 PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BIDANG AKUNTANSI
28. ?IE?/I\R?IKAA?N LAPORAN 4 SEPTEMBER 2018 28 SUB BID. PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BIDANG AKUNTANSI
SUB. BID.PEMBUKUAN DAN
29. ;Eégzléiug :QRIA?_IPORAN 4 SEPTEMBER 2018 29 NERACA DAERAH & SUB
BID.PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
30. | PANJAR KEPADA SKPD 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 30 BIDANG AKUNTANSI

SELAKU SKPD

31.

PEMERIKSAAN INTERIM

4 SEPTEMBER 2018

2 NOVEMBER 2020

31

BIDANG AKUNTANSI
SUB BID.VERIFIKASI & SUB
BID.PEMBUKUAN DAN NERACA

(3]



o
o)

DAERAH & SUB BID.PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PENYUSUNAN PERDA

BIDANG AKUNTANSI

32. | PERTANGGUNGJAWABAN 4 SEPTEMBER 2018 32 SUB BID. PELAPORAN DAN
APBD PERTANGGUNGJAWABAN
BIDANG AKUNTANSI
33. | PERSEDIAAN 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 33 SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN
NERACA DAERAH
PEMERIKSAAN BARANG BIDANG ASET
34. | REALISASI BELANJA 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 34 SUB BID.PENATAUSAHAAN
MODAL SKPD BARANG MILIK DAERAH
BIDANG ASET
35. ]I;il;ill\lsg l;l}]{B;JDS IAN 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 35 SUB BID. PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK DAERAH
BIDANG ASET
36. | PERSEDIAAN SKPD 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 36 SUB BID. PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK DAERAH
BIDANG PENAGIHAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH,DANA
TRANSFER DAN LAIN-LAIN
37. if?fl? éli%l;fg BERATAN 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 37 PENDAPATAN DAERAH
KASUBID KEBERATAN,BANDING
DAN KAJIAN PENDAPATAN
DAERAH
BIDANG PENAGIHAN
38. PENGAJUAN KEBERATAN 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 38 PENDAPATAN ASLI DAERAH,DANA

RETRIBUSI DAERAH

TRANSFER DAN LAIN-LAIN




PENDAPATAN DAERAH
KASUBID KEBERATAN,BANDING
DAN KAJIAN PENDAPATAN
DAERAH

39.

PELAPORAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU

4 SEPTEMBER 2018

2 NOVEMBER 2020

39

BIDANG PENAGIHAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH,DANA
TRANSFER DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH
SUB BIDANG DANA TRANSFER
DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH

40.

PELAPORAN PAJAK ROKOK

4 SEPTEMBER 2018

2 NOVEMBER 2020

40

BIDANG PENAGIHAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH,DANA
TRANSFER DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH
SUB BIDANG DANA TRANSFER
DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH

41.

PELAPORAN DANA DAK
NON FISIK

4 SEPTEMBER 2018

2 NOVEMBER 2020

BIDANG PENAGIHAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH,DANA
TRANSFER DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH
SUB BIDANG DANA TRANSFER
DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH

42.

PELAPORAN DANA
TRANSFER DAN LAIN LAIN

4 SEPTEMBER 2018

2 NOVEMBER 2020

42

BIDANG PENAGIHAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH,DANA




PENDAPATAN DAERAH

TRANSFER DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH
SUB BIDANG DANA TRANSFER
DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH

PENDATAAN DAN

BIDANG PENDATAAN DAN
PENETAPAN PAD

43. PENDAFTARAN PAJAK 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 43 SUB BID.PENDATAAN DAN

DAERAH PENDAFTARAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH

PENETAPAN PAJAK BIDANG PENDATAAN DAN
DAERAH DENGAN CARA PENETAPAN PAD

AAS PENETAPAN PEMERINTAH + SEFTEMBER 2018 44 SUB BID.PENDATAAN DAN
(OFFICIAL ASESSMENT) PENDAPATAN ASLI DAERAH
PENETAPAN PAJAK BIDANG PENDATAAN DAN
DAERAH DENGAN PENETAPAN PAD

45. DIHITUNG SENDIRI OLEH 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 45
WAJIB PAJAK (SELF SUB BID.PENDATAAN DAN
ASESSMENT) PENDAPATAN ASLI DAERAH

BIDANG PENDAPATAN DAN

prvus LazoRay TR

46. PENERIMAAN PAD DAN 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 46 : ’

PENDAPATAN LAIN LAIN

EVALUASI DAN PELAPORAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH




BIDANG PENDAPATAN DAN

REKONSILIASI PENETAPAN PAD
47. PENERIMAAN PAD 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 47 SUB BID. MONITORING,
EVALUASI DAN PELAPORAN PAD
REKONSILIASI BARANG
48. MILIK DAERAH 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 48 BIDANG ASET
PENGHAPUSAN BARANG
o}
49. MILIK DAERAH 2 JANUARI 2018 2 NOVEMBER 2020 49 BIDANG ASET
S0. HIBAH BARANG MILIK 2 JANUARI 2018 2 NOVEMBER 2020 50 BIDANG ASET
DAERAH
PEMUSNAHAN BARANG
S1. MILIK DAERAH 2 JANUARI 2018 2 NOVEMBER 2020 S1 BIDANG ASET
TUKAR MENUKAR BARANG
S52. MILIK DAERAH 2 JANUARI 2018 2 NOVEMBER 2020 52 BIDANG ASET
53. | PENYERTAAN MODAL 2 JANUARI 2018 2 NOVEMBER 2020 353 BIDANG ASET
PENGALIHAN STATUS
54. | PENGGUNAAN BARANG 2 JANUARI 2019 2 NOVEMBER 2020 54 BIDANG ASET
MILIK DAERAH
PENJUALAN BARANG
55. MILIK DAERAH 2 JANUARI 2019 2 NOVEMBER 2020 55 BIDANG ASET
56. | PELAKSANAAN BGS/BSG 2 JANUARI 2018 2 NOVEMBER 2020 56 BIDANG ASET
S57. | PELAKSANAAN KSPI 2 JANUARI 2018 2 NOVEMBER 2020 S7 BIDANG ASET
58. II;E\:IL{'QII(SANAAN PINJAM 2 JANUARI 2018 2 NOVEMBER 2020 58 BIDANG ASET
59. | PELAKSANAAN SEWA 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 39 BIDANG ASET
60. | PENGAKHIRAN BGS/BSG 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 60 BIDANG ASET
61. | PENGAKHIRAN KSPI 4 SEPTEMBER 2018 2 NOVEMBER 2020 61 BIDANG ASET




62.

PENGAKHIRAN PINJAM
PAKAI

4 SEPTEMBER 2018

2 NOVEMBER 2020

62

BIDANG ASET

63.

PENGAKHIRAN SEWA

4 SEPTEMBER 2018

2 NOVEMBER 2020

63

BIDANG ASET

KEPALA BADAN,

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM

Pangkat : Pe
Nip :

ina TK.I
19700814 200212 1 00




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN KENAIKAN GAJI BERKALA

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id



Nomor SOP | 01

Tgl Pembuatan | 04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh Kepala BPKD,

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

4 Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
SEKRETARIAT anD. 19700814 200212 1006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN e
o BERKALA
Dasar Hukum f ) Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupatenluwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, 2. Memahami Prosedur Pembuatan Kenaikan Gaji
Tambahan Le mbaran DaerahKabupaten Luwu Timur Nomor 103); Berkala

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 3. Dapat mengoperasikan Komputer
Tugas dan Fungsi, Serta TataKerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu TimurNomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 Tentang Kenaikan Gaji PNS Tahun 2014

Keterkaitan B Kelengkapan
1. SOP Pembuatan Gaji 1. Komputer
2. Printer
Peringatan 7 Pencatatan dan Pendataan

Jika Pembuatan KGB tidak terlaksanaataupun terlambat maka akan terhambatnya kenaikan Gaji bulan
berikutnya.




o)

| g®

Pelaksanaan Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Pengelola Kasubag . Umum
i W tput
aian dan Kepeg. Sekretaris Kepala Badan Kelengkapan aktu Outpu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
lkan B kel
1 Mengumpu" n Bahan kelengkapan Dokumen usulan KGB 10 Menit Kelengkapan berkas
kenaikan gaji berkala
2 Membuat konsep kenaikan gaji berkala Konsep KGB 15 menit Konsep KGB
/,
M ksid ik \ lah
3 ga;nbg;:: l.: an memaraf konsep kenaikan / Konsep KGB 5 Menit Konsdei;; Zf:é ite a
X
y
i fkonsep kenai /\
a M?ngoreky dan memaraf konsep kenaikan Konsep KGB 3 Menit KonseP yang jcelah
gaji berkala \ dikoreksi
/]
//
5 Men'goreksi'c':lan menandatangani konsep Konsep KGB 3 menit Naslfah KBG yg te.Iah
Jkenaikan gaji berkala \ ditandatangani
< ki ft
6 Memberi nomor surat pada KGB Konsep KGB 5 Menit Berkas dan daftar
usulan KBG
y
Berkas dan daftar
G8B .
7 Menggandakan K Konsep Usulan KGB 5 Menit usulan KBG
A 4
8 Menggarsipkan dan Mengantar KGB ‘ ’ KGB dikirim 10 Menit Usulan tiba di tujuan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN KP4

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id




Nomor SOP

02

Tgl Pembuatan

04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

BADAIN PENGELOLAAN KEGANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT

Disahkan oleh

» Kepala BPKD,
(_, p

NIP. 197008

4 200212 1 006

QDr. RAMADﬁﬁN PIRADE, SE, MM
L

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nama SOP

PEMBUATAN\KPd

~

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Undang-Undang Nlomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34tahun 2014 Tentang Kenaikan Gaji PNS Tahun 2014

1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
2. Memahami Prosedur Penyusunan KP4
3. Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

Kelengkapan

1. SOP Pembuatan Gaji

2. Printer

1. Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Pembuatan KP4 tidak terlaksana ataupun terlambat maka akan terhambatnya pembuatan Gaji
untuk memasukkan nama yang akan ditanggung.




Pelaksanaan - " Mutu Baku Ket.
N Uraian P d 8
° raan Frosedu Pengelol.a Kasubag. Umum Sekretaris Kepala Badan | Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian dan Kepeg.
1 2 3 q 5 6 7 8 9 10
1 Mengumpulkan dokumen kelengkapan ( ) Dokumen 15 Menit Kelengkapan
berkas usulan KP4 usulan KP4 berkas
2 |Membuat Konsep KP4 Konsep KP4 10 menit Konsep Kp4
/
) / ) Konsep yang telah
3 |Mengoreksi dan MemarafKonsep KP4 Konsep Kp4 5 Menit ) .
\ / dikoreksi
/)
. / . Konsep yang telah
4 |Mengoreksi dan MemarafKonsep KP4 Konsep KP4 3 Menit . .
x / dikoreksi
4
/ Naskah KP4 yg
5 [Mengoreksi dan Menandatangani KP4 > Konsep KP4 3 menit telah
ditandatangani
Berkas dan Berkas dan daftar
. Meni
6 |Memberi nomor surat pada kP4 usulan KP4 5 Menit usulan KP4
\4
Daftar usulan Berkas dan daftar
k 10 Menit
7 |Menggandakan KP4 KP4 0 Meni usulan KP4
\
Usulan tiba di
8 [Mengarsipkan KP4 ( ) Usulan terkirim 3 Menit sulan tiba di

tujuan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI
(SKP)

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id



Nomor SOP 03

Tgl Pembuatan 04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT

Disahkan oleh (Kepala BPKD,

_-——ﬁv;—\.,

'ﬂ-Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
NIP. 19700814 200212 1 006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nama SOP PEMBUATAN SASARAN KERJA
PEGAWAI (SKP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

6.

Peraturan Daerah Kabu paten LuwuTimer Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran D aerah Kabupatea Luwu Timur Nomor 103);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data

2. Memahami Prosedur Pembuatan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)

3. Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

Kelengkapan

1. SOP Pembuatan Surat Masul
2. SOP Pembuatan Kenaikan Pengkat

1. Komputer
2. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Pembuatan Sasaran Kerj_a Pegawai (SKP)terlambat maka pegawai yang bersangkutan tidak akan di
nilai dan mengakibatkan kin erjanya tidak hisaterukur.




Pelaksana

Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Pejabat
PNS /CPNS Pengelola Kepeg. | Pejabat Penilai Atas::n“?: Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| .
1 Mengurrvpulka n bahan !aerupa weas Bahan uraian tugas| 10 Menit Format SKP
dan kegiatan tahun berjalan
Format SKP yan
2 [Mengisi format SKP Format i SKP 30 Menit y §
sudah diisi
v Format SKP yang
. . < N\ . sudah
3 ]Mengoreksi dan menandatangani SKP \‘ ( Format SKP 10 menit ditandatangani oleh
atasan
v Format SKP yang
- . - > . sudah
4  |Menyetujui dan menandatangani SKP ~ Format SKP 5 menit ditandatangani oleh
atasan
Menerima hasil Penilaian SKP dan r'] . .
5 < Format SKP 5 menit Arsi
menyerahkan ke yang bersangkutan — P
6 [Mengarsipkan hasil Penilaian SKP ( ) Format SKP 3 menit Arsip




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN SURAT KELUAR

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@Iluwutimurkab.go.id



Nomor SOP 04
Tgl Pembuatan 04 September 2018
Tgl Revisi
Tgl Efektif
Disahkan oleh Kepala BPKD,
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ¢
KABUPATEN LUWU TIMUR -7
Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
SEKRETARIAT ﬂN!P. 1970081¥1 200212 1 006
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP PENGELOLARN SHIRATIKELUAR

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Tugasdan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
2. Memahami Prosedur Pengelolaan Surat Keluar
3. Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

Kelengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 1. Komputer 7. Stapler
2. Printer 8. Clip Paper
3. Kalkulator 9. Tip-eks
4. Kertas 10. Pulpen
5. Tinta 11. Map
6. Stempel

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Surat terlambat didistribusikan maka administrasi kantor tidak berjalan dengan baik




PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN KET
PENGAD. UMUM KASUBAG SEKRETARIS KEPALA BADAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Menyiapkan bahan berupa Disposisi Kepala a— Terdisposisinya surat
I
disposisi Ke pala Badan Badan oleh kepala Badan
Di isi Kepal Terbuat konse
2 |Membuat konse p surat keluar SEE R 30 Menit Erbatnve kavisen
Badan surat
Terkoreksi d
Mengoreksi dan memparaf . SERAEERSLEAN
3 St > <+ Konsep surat keluar 10 Menit  fterparafnya konsep
surat keluar
Terkoreksid
Mengoreksi dan memparaf ) R
4 - < Konsep surat keluar 10 Menit  |terparafnya konsep
surat keluar
Surat keluar yang .
Tertandatanga a
5 |Menandatangani surat keluar telah dikoreksi dan 10 Menit ERanCalanganiny
) surat keluar
diparaf
Tercatatnya surat
Memberikan nomor dan Surat keluar yang ; 't paste
6 . ) 10 Menit keluar dalam buku
menstempe| surat keluar telah ditandatangani
agenda surat
Aurst keluaryatig tergandakannya surat
7 |Menggandakan surat keluar telah dinomor dan 60 Menit kelﬁar ¥
distempel
terserahkannya surat
3 Mendistribusilkan dan Surat keluar yang e keluar kepada yang di
mengarsipkan telah digandakan tujuh selanjutnya
diarsipkan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN SURAT MASUK

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@Iluwutimurkab.go.id



Nomor SOP 05

Tgl Pembuatan 04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT

Disahkan oleh tKepa1a BPKD,

NIP. 19700814 200212 1006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nama SOP \ PENGELOLAAN SURAT MASUK

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
2. Memahami Prosedur Pengelolaan Surat Masuk
3. Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan Kelengkapan
1. SOPPengelolaan Surat Keluar 1. Komputer
2. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika surat tidak diterima maka administrasi perkantoran tidak berjalan dengan baik




PELAKSANA Mutu Baku
NO URAIAN KEGIATAN KET
PENGAD. UMUM KASUBAG SEKRETARIS KEPALA BADAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Menerima dan memeriksa :
Tertanda tanganinya
kelengkapan surat masuk dan : ;
1 ; . Surat masuk 5Menit  Jtanda terima surat
menandatangai buku tanda terima
masuk
surat
Tercatatnya surat
2 |Mengagendakan surat masuk Surat masuk 5 Menit  |masuk ke dalam buku
agenda
Terlengkapinya surat
Surat masuk dan
3 |Memberikan lembar disposisi t FU . 15 menit  masuk dengan lembar
lembar disposisi ) .
disposisi
A Mendisposisi surat sesuai isi perihal Surat rna;uk dlar\ p— Terdisposisinya surat
surat lembar disposisi masuk
5 Menerima dan menggandakan Surat masuk yang 5 menit Tergandakannya surat
surat disposisi pimpinan telah didisposisi masuk
terserahkannya surat
Meneruskan disposisi surat kepada X
- ; ; Surat masuk yang ) masuk yang telah
6 |sekretaris dan pegawai yang di Gisy . 5 menit L .
i telah didisposisi didisposisi kepada
J yang di tujuh
7 Mengarsipkan surat masuk yang Jr Surat masuk yang S menit Terarsipkannya surat

telah didisposisi ke dalam folder

telah didisposisi

masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN SURAT TUGAS

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP 06

Tgl Pembuatan 04 September 2018
Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

.(Kepala BPKD,

-

XDr RAMADHAN PIRADE, SE, MM

NIP. 19700814 200212 1 006

Nama SOP

' PEMBUATAN S\IRAT TUGAS

Dasar Hukum

' Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,

1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data

2. Memahami Prosedur Pengelolaan Surat Tugas
3. Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

Kelengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk

1. Komputer

2,

Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika surat tugas tidak dibuat maka administrasi tidak akan berjalan dengan baik dan mengakibatkan
pegawaitidak akan berangkat melaksanakan tugas.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN KET
PENGAD. UMUM KASUBAG SEKRETARIS KEPALA BADAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
ol Ramats terterimanya disposisi
1 |Menerima disposisi pimpinan Ba;an P 5 menit dari pimpinan kepada
yang ditujuh
Di isi Kepal
2 |Membuat surat tugas SpAEtifiepdia 30 Menit  |Terbuatnya surat tugas
Badan
Terkoreksi da
Mengoreksi dan memaraf surat N Surat tugas yang . e
3 > . ) 10 Menit terparafnya konsep surat
tugas telah dikoreksi
keluar
Mengoreksi dan memparaf Surat tueas van Terkoreksi dan
4 @ P l‘Jg yang 10 Menit terparafnya konsep surat
surat telah diparaf
keluar
tard i t
5 |Menandatangani surat tugas o Surat t%lgas yang 10 Menit Tertandatanganinya sura
telah diparaf tugas
T — Tercatatnya surat tugas
Memberikan nomor dan » ekl ) dalam buku register surat
6 < telah 5 Menit

Mengarsipkan surat tugas

ditandatangani

tugas selanjutnya
diarsipkan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id



ir

Nomor SOP 07

Tgl Pembuatan 04 September 2018
Tgl Revisi

Tgl Efektif

BADAN PEN GELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATENLUWU TIMUR
SEKRETARIAT

Disahkan oleh

L

_EKepaIa BPKD,

i‘or. RAMADS{-\N PIRADE, SE, MM

NIP. 19700814 200212 1 006

SUB BAGIAN UMUMDAN KEPEGAWAIAN

Nama SOP

PENGUSULA
PANGKAT

KENAIKAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu TimurNomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (LembaranDzerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupatenluwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tzhun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja BadanPengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pem erintah Daerzh
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
2. Memahami Prosedur Pembuatan Kenaikan Pangkat
3. Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

Kelengkapan

1. SOP Pembuatan Surat Masuk
2. SOP Pembuatan SKP

2. Printer

1. Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Pembuatan Kenaikan Pangkat terlambat maka akan terhambatnya Pelaksanaan Kenaikan Pangkat.




v

Pelaksana Mutu Baku
N Uraian P d Ket.
° ralan Frosedur Pengelola Kepeg. lnb:zpl;;num & Sekretaris Kepala Badan Kelengkapan Waktu Cutput ¢
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mengumpulkan kelengkapan berkas usulan Kelengkapan berkas Terkumpulnya
1 kenaikan pangkat @ usulan kenaikan 10 Menit kelengkapan berkas
pangkat
Mengelolah kelengkapan berkas usulan Kumpulan berkas . Berkas usulan
2 ) . 10 Menit .
kenaikan pangkat kenaikan pangkat kenaikan pangkat
\
3 Memeriksa kelengkapan berkas kenaikan / Berkas usulan kenaikan 5 Menit Berkas usulan
pangkat pangkat kenaikan pangkat
4 Membuat daftar usulan kenaikan pangkat Konsep usulan kenaikan 10 menit Daftafr usulan
I pangkat kenaikan pangkat
Mengoreksi dan memaraf daftar usulan Konsep usulan kenaikan . Daftar usulan
5 - 5 menit .
kenaikan pangkat pangkat kenaikan pangkat
\
Mengoreksi dan memaraf daftar usulan Usulan kenaikan . Daftar usulan
6 . 5 menit )
kenaikan pangkat / pangkat kenaikan pangkat
Memeriksa dan Menandatangani daftar / Usulan kenaikan . Daftar usulan
7 ) 5 menit )
usulan kenaikan pangkat \ pangkat kenaikan pangkat
. ik
8 Meregistrasi usulan kenaikan pangkat Usulan kenaikan 2 Menit Usulan kenaikan
pangkat pangkat
\4
ik kenaik
9 Menggandaan usulan kenaikan pangkat Usulan kenaikan S Menit Usulan kenaikan
pangkat pangkat
iri ! ik k ::
10 Mengiriman usulan kenaikan pangkat ke Usulan terkirim 10 Menit Usulan tiba di tujuan

BKPSDM




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN CUTI

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id



Nomor SOP 08

Tgl Pembuatan 04 September 2018

Tgl Revisi ' 02 November 2020

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT

Disahkan oleh tKepaIa BPKD,

Abr. RAMAEHAN PIRADE, SE, MM

&
NIP. 19700814 200212 1 006

SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nama SOP PERMOHO{QAN CuTI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
2. Memahami Prosedur Pembuatan Cuti
3. Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

Kelengkapan

1. SOP Pembuatan Surat Keluar

1. Komputer
2. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Pembuatan Cuti terlambat makaakan terhambatnya Pelaksanaan Cuti.




e
*

Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Pengelala Kasubag
Pemohon Umum & Sekretaris | Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
Kepeg Kepeg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Menerima dokumen < } Dokumen
1 . iodata wai 1 nit
permohonan cuti /r} Biodata pegawai 0Me permohonan Cuti
/ /
5 Memverifikasi dokumen Dokumen 5 Menit Permohonan Cuti
permohonan cuti \ Permohonan Cuti yg diverifikasi
3 Memerintahkan pembuatan Dokumen 5 menit Format
permohonan cuti Permohonan Cuti permohonan Cuti
“
4 Membuat perrmohonan surat Konsep 10 Menit Format
cuti permohonan Cuti permohonan Cuti
Mengoreksi /Memaraf Permohonan Cuti
5 § / . Permohonan Cuti 3 Menit . )
permohonan cuti telah dikoreksi




~®

Menerima hasil koreksi

permohonan cuti

Permohonan Cuti

3 Menit

Permohonan Cuti
yg sudah
dikoreksi

Menandatangani persetujuan

permohonan cuti

Permohonan Cuti

3 Menit

Permohonan Cuti
yg sudah
ditandatangani
oleh pemohon

Menerima permohonan cuti dari

pemohon

Permohonan Cuti

2 Menit

Permohonan Cuti
yg sudah
ditandatangani
oleh pemohon

Memaraf permohonan cuti

<\
N\

Permohonan Cuti

2 Menit

Permohonan cuti
yg telah diparaf
oleh Kasubag.

10

Memaraf permohonan cuti

Permohonan Cuti

5 Menit

Permohonan cuti
yg telah diparaf
oleh Sekretaris

11

Menandatangani permohonan

cuti

B

Permohonan Cuti

5 Menit

Permohonan cuti
yg telah
ditandatangani
oleh kepala dinas




Permohonan cuti
yg telah

12 [Menerima Permohonan Cuti Permohonan Cuti 2 Menit . .
ditandatangani
oleh kepala dinas
Pe honan cuti
13 |Menggandakan permohonan cuti Permohonan Cuti 5 Menit rm? ¢

yg di gandakan

iri oh ti K y Usulan sampai di

14 Mengirim permohonan cuti Ke Usulan terkirim 10 Menit sulan sampai di

BKPSDM

BKPSDM




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN PENSIUN

2020
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Nomor SOP 09

Tgl Pembuatan 04 September 2018
Tgl Revisi -

Tl Efektif |

Disahkan oleh _{Kepala BPKD,

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT ‘gDr. RAMADHMAN PIRADE, SE, MM

NIP. 197008i4 200212 1 006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama.30P PERMO"ON)tN rERIIN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabunaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, 2. Memahami Prosedur Pembuatan Pensiun
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103); 3. Dapat mengoperasikan Komputer

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata KerjaBadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkun gan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pedoman
Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Keterkaitan Kelengkapan
1. SOP Pembuatan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Pembuatan Kenaikan Pengkat 2. Printer

3. SOP Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika Pembuatan Pensiun terlambat maka terhambatnya hak-hak yang akan di terima oleh seorang yang
pensiun.




or

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kasubag Umum & Ket.
Pengelola Kepeg. Kipeg Sekretaris Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mengumpulkan kelengkapan berkas Kelengkapan berkas . . Terkumpulnya
1 . . usulan calon pegawai 15 Menit
usulan calon pegawai pensiun . kelengkapan berkas
pensiun
5 Membuat konsep daftar usulan Berkas usulan calon 10 Menit Kelengkapan berkas
calon pegawai pensiun pegawai pensiun telah siap
y
lan
Memeriksa dan memaraf Usulan \ Konsep dafta.r usu . Konsep daftar usulan
3 calon pegawai pensiun / calon pegawai > Menit calon pegawai pensiun
4 pensiun
) daft I
Memeriksa dan memaraf Usulan /\ Konsep da ar‘ usutan ) Daftar usulan calon
4 calon pegawai pensiun / calon pegawai > menit egawai pensiun
\\ pensiun Pes
/ K daft I
a
Memeriksa dan menandatangani / onsep da ar'usu n . Daftar usulan calon
> Usulan calon pegawai pensiun \ calon pegawai 7 menit pegawai pensiun
pensiun
6 Meregister usulan calon pegawai Usulan calon pegawai S menit Daftar usulan calon
pensiun pensiun pegawai pensiun
y
Mengantar Berkas usulan calon Berkas usulan calon . Berkas usulan calon
7 10 menit

pegawai pensiun ke BKPSDM

pegawai pensiun

pegawai pensiun




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id
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Nomor SOP 10

Tgl Pembuatan 04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh i€Kepala BPKD,

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR — —

'&'Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
SEKRETARIAT NIP. 19700814 200212 1 006

SUB BAG'AN KEUANGAN Nama SOP Pembayaran d‘aji Pegawai Negeri
Sipil (PNS)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupatenluwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, 2. Memahami Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai
Tambahan Lemmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103); Negeri Sipil (PNS)

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nemor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 3. Dapat mengoperasikan Komputer
Tugas dan Fun gsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu TimurNomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

5. PP No. 34 tahun 2014 TentangKenaikan Gaji PNS Tahun 2014

Keterkaitan Kelengkapan

SOP Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) 1. Komputer 6. Stapler
2. Printer 7. Clip Paper
3. Kalkulator 8. Tip-eks
4. Kertas 9. Pulpen
5. Tinta 10.Map
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika Pembayaran Gaji Pegawai NegeriSipil (PNS) tidak dibuat maka akan terhambatnya gaji Pegawai
Negeri Sipil




NO URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

PENGELOLA GAJI

BENDAHARA

KASUBAG

SEKRETARIS

KEPALA BADAN

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KET

terbuatnya daftar gaji

1 Fdembuat daftar gaji pegawai Daftar gaji pegawai 30 menit p—
2 himbuat draft SPP Gaji Daftar gaji pegawai 30 menit Terbuatnya SPP gaji
beserta kelengkapannya
3 Wembuat draft SPM Gaji G SPP gaji beserta T Terbuatnya SPM gaji
kelengkapannya beserta kelengkapannya
ndatangani daftar gaji ) Tertanda_t-angamnya
SPP gaji beserta ; daftar gaji beserta
4 Mankelengkapannya (SPP + 10 menit
. kelengkapannya kelengkapannya (SPP +
ftar gaji) .
daftar gaji)
oreksi dan memaraf Daftar gaji beserta
5 mgaji beserta kelengkapannya (SPP + 10 menit Terparafnya SPP + SPM
fkelengkapannya (SPP + SPM SPM) yang telah di gaji
1Gaji) koreksi dan d paraf
oreksi dan memaraf Daftar gaji beserta
gaji beserta R B kelengkapannya (SPP + S A Terparafnya SPP + SPM
lengkapannya (SPP + SPM = h SPM) yang telah di gaji
3ji koreksi dan d paraf
ndatangani daftar gaji Daftar gaji dan Tertandatanganinya
7 Mankelengkapannya (SPP, SPM kelengkapannya (SPP 10 menit  |daftar gaji dan
n daftar gaji) dan SPM) kelengkapannya
Daftar gaji dan
8 IMenggandakan daftar gaji dan kelengkapannya (SPP —— Tergandakannya daftar
fkelengkapannya (SPP dan SPM) dan SPM) yang telah di gaji dan kelengkapannya
lgandakan
Daftar gaji dan Terkirimnya daftar gaji
g iMengirim daftar gaji dan kelengkapannya (SPP 30 Mt dan kelengkapannya ke
kelengkapannya (SPP dan SPM) dan SPM) yang telah di BPKD untuk diterbitkan

dikirim

SP2D




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@Iluwutimurkab.go.id
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Nomor SOP 11 ]

Tgl Pembuatan 04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh €<epa1a BPKD,

BADANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR |

{Dr. RAMADNAN PIRADE, SE, MM
SEKRETARIAT NIP. 19700814 200212 1 006

SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP Pengajuan Stat Penyediaan Dana
- ' (SPD)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
Susunan PerangkatDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, 2. Memahami Prosedur Pengajuan Surat Penyediaan
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103); Dana (SPD)

2. Peraturan Bupati LuwuTimur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 3. Dapat mengoperasikan Komputer
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Keterkaitan Kelengkapan

SOP Penyusunan laporan Realisasi Anggaran 1. Komputer 7. Stapler
2. Printer 8. Clip Paper
3. Kalkulator 9. Tip-eks
4, Kertas 10. Pulpen
5. Tinta 11. Map
6. Stempel
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) tidak diajukan maka administrasi keuangan tidak berjalan
dengan baik




URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

PENGELOLA
KEUANGAN

KASUBAG

SEKRETARIS

KEPALA BADAN

KELENGKAPAN

WAKTU

OouTPUT

KET

Membuat konsep rincian

Dokumen DPA dan

Terkonsepnya rincian

7 ]beserta kelengkapannya

permohonan pengajuan SPD ST b 15 menit |permohonan pengajuan
yang akan diajukan ke BPKD - 2 SPD
: Terinputaya rincian
Menyerahkan konsep rincian < Dokumen DPA dan : ity .
. e 15 menit  |permohonan pengajuan
permohonan pengajuan SPD anggaran arus kas SpD
i o Draft rincian .
Memverifikasi dan validasi @ ° Terbuatnya rincian
N - permohonan SPD . .
ceklist rincian permohonan < bserts 30 menit |permohonan pengajuan
pengajuan SPD SPD
kelengkapannya
Memaraf dan memeriksa Draft permohonan SPD _—
s i . |Terparafnya rincian
|rincian permohonan pengajuan beserta 15 menit
permohonan SPD
SPD kelengkapannya
Menandatangani rincian rincian permohonan +
: . . |Tertandatanganinya
permohonan pengajuan SPD > pengajuan SPD yang 10 menit dbkiirien SPD
beserta lampirannya telah ditandatangani -
Menomor dan menggandakan
rinci:n ermohonaig < Dokumen SPD 10 menit Tengandakaniya
. P dokumen SPD
pengajuan SPD
Mengirim dokumen SPD
o Dokumen SPD 10 menit  |Terkirimmnya SPD




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPP)

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@Iluwutimurkab.go.id
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Nomor SOP 12

Tgl Pembuatan 04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh e(epala BPKD,

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

[
'Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
SEKRETARIAT {NIP. 19700834 200212 1 006

SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP Pengajuan SL\rat Perintah

| | Pembayaran (SPP)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 1. Memiliki kkemampuan dalam pengolahan data
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daeranh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, 2. Memahami Prosedur Pengajuan Surat Perintah
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103); Pembayaran (SPP)

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 3. Dapat mengoperasikan Komputer
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Keterkaitan Kelengkapan

SOP Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) 1. Komputer 7. Stapler
2. Printer 8. Clip Paper
3. Kalkulator 9. Tip-eks
4. Kertas 10. Pulpen
5. Tinta 11. Map
6. Stempel
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tidak dibuat maka administrasi keuangan tidak
berjalan dengan baik




PELAKSANA MUTY BAKU
NO URAIAN KEGIATAN PENGELOLA KET
KASUBAG SEKRETARIS KEPALA BADAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KEUANGAN
Terkonsepnya rincian
Menyiapkan draft SPP beserta Dokumen DPA dan i P .
1 15 menit |permohonan pengajuan
kelengkapannya anggaran arus kas <pp
Terinputnva rincian
Menginput draft SPP beserta ¢ Dokumen DPA dan . RS )
2 ™ 15 menit |permohonan pengajuan
kelengkapannya anggaran arus kas spp
Draft rincian N
L Terbuatnya rincian
Memverifikasi draft SPP permohonan SPD ) .
3 30 menit |permohonan pengajuan
beserta kelengkapannya beserta <pp
kelengkapannya
Draft permoh SPD
Memaraf dan memeriksa draft P onan _|Terparafnya rincian
4 > < beserta 15 menit
SPP beserta kelengkapannya permohonan SPP
kelengkapannya
rinci honan
Menandatangani draft SPP Clah permanhon _|Tertandatanganinya
5 > pengajuan SPD yang 10 menit
beserta kelengkapannya < . dokumen SPP
telah ditandatangani
k
6 Menomor dan menggandakan Dokumen SPP Y6 eiahit Tergandakannya
SPP beserta kelengkapannya dokumen SPP
Mengirim SPP besert Terkirimnya dokumen
A g @ Dokumen SPP Yt |
kelengkapannya SPP




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN PERSEDIAAN

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id
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Nomor SOP 13

Tgl Pembuatan 04 September 2018
Tgl Revisi 02 November 2020
Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT

Disahkan oleh

Kepala BPKD,

L

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
NIP. 19700814 200212 1 006

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nama SOP

Pelaporan Persediaan

L®

:Dasgr Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PeraturanDaerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
SusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nemor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

2. PeraturanBupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

3. PeraturanBupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
2. Memahami Prosedur Penyediaan ATK dan
Pelaporan Persediaan

3. Dapat mengoperasikan Komputer

_Keterkaitan

Kelengkapan

SOP Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) 1. Komputer 7. Stapler
2. Printer 2. Clip Paper
3. Kalkulator 9. Tip-eks
4. Kertas 10. Pulpen
5. Tinta 11. Map
6. Stempel

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika PenyediaanATK dan Pelaporan Persediaan tidak diajukan maka administrasi keuangan tidak
| berjalan dengan baik




TR G : e 4
Sy © PELAKSANA - MUTU BAKU
NOo | | URAIAN KEGIATAN - . KET
e PENGELOLA KEUANGAN KASUBAG SEKRETARIS KEPALA BADAN KELENGKAPAN 'WAKTU OUTPUT
Mengumpulkan dan
= . § Bahan laporan . Terkumpulnya bahan
1 |memeriksa kelengkapan . 30 menit ;
; persediaan laporan persediaan
bahan laporan persediaan ‘
) Menginput laporan L Bahan laporan 1 hari Terinputnya laporan
i
persediaan persediaan persediaan
3 Memeriksa laporan Laporan persediaan 9ig Terperiksanya
m
persediaan yang telah terprint . laporan persediaan
4 Memer'iksa laporan > < Laporan persedilaan 36 menit Terperiksanya ‘
persediaan yang telah terprint laporan persediaan
5 Menandatangani laporan Laporan persediaan 30'menit Tertandatanganinya
persediaan " yang telah diperiksa laporan persediaan
Mengzandakan dan Laporan persediaan
ngga_ < P b ) : Terarsipkannya
6 |mengarsipkan laporan - yang telah di 30 menit .
’ . laporan persediaan
persediaan | tandatangani
Mengirim laporan Laporan persediaan
ngl_ 3 . . ¥ P : . Terkirimnya laporan
7 |persediaan ke unit kerja yang telah di 30 Menit e
. persediaan ke BPKD
(BPKD) tandatangani




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@Iluwutimurkab.go.id
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Nomor SOP 14

Tgl Pembuatan 04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh eKepala BPKD,

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR XA 7
Dr. RAMAD

SEKRETARIAT o o

SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP Penyusunan %poran Keuangan

Bulanan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, 2. Memahami Prosedur Penyusunan Laporan
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103); Keuangan Bulanan

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 3. Dapat mengoperasikan Komputer
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Keterkaitan Kelengkapan

1. SOPPenyusunan Laporan Realisasi Anggaran 1. Komputer 7. Stapler
2. Printer 8. Clip Paper
3. Kalkulator 9. Tip-eks
4. Kertas 10. Pulpen
5. Tinta 11. Map
6. Stempel
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika laporan Keuangan Bulanan tidak disusun maka administrasi keuangan tidak berjalan dengan baik




PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN KET
KASUBAG SEKRETARIS KEPALA BADAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Mengumpulkan dan Bahan laporan
) . Terkumpulnya bahan
1 |memeriksa keleng kapan bahan keuangan : laporan 30 menit
L laporan keuangan
laporan keuangan realisasi keuangan
Bahan laporan
Membuat draft laporan 5 P . Tersusunnya draft
2 keuangan : laporan 5 hari
keuangan L laporan keuangan
realisasi keuangan
3 Memeriksa draft laporan Draft laporan 5 hari Surat tugas yang
keuangan keuangan telah diparaf
M ik ft Iz - > g Surat tu lah di
4 emeriksa draft laporan > < ura t_ gas yang 30 menit surat tugas telah di
keuangan telah diparaf paraf
Menandatanganilaporan Surat tugas yang ) Surat keluar yang
5 . 30 menit : ;
keuangan telah diparaf telah ditandatangani
Menggandakan dan
Surat kel t
6 |mendistribusikanlaporan = . SIS Vg ) 10 Menit Surattuges f(ang
telah ditandatangani sudah valid
keuangan
Mengirim | | n k
7 engirim laporan keuangan ke 10 Menit

unit kerja




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id
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Nomor SOP 15

Tgl Pembuatan 04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh EKepala BPKD,

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

ADr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
SEKRETARIAT %Nlrp. 19700814 200212 1 006

SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP Penyusunan l\gporan Keuangan

Semesteran
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, 2. Memahami Prosedur Penyusunan Laporan
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103); Keuangan Semesteran

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 3. Dapat mengoperasikan Komputer
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Keterkaitan Kelengkapan

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 1. Komputer 7. Stapler
2. Printer 8. Clip Paper
3. Kalkulator 9. Tip-eks
4. Kertas 10. Pulpen
5. Tinta 11. Map
6. Stempel
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika Laporan Keuangan Semesteran tidak disusun maka administrasi keuangan tidak berjalan dengan
baik




MUTU BAKU

i PELAKSANA :
NO URAIAN KEGIATAN : KET
KASUBAG SEKRETARIS KEPALA BADAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Mengumpulkan dan Bahan laporan
& . P P Terkumpulnya bahan
memeriksa kelengkapan keuangan semesteran : )
1 o 30 menit [laporan keuangan
bahan laporan keuangan Laporan realisasi
semesteran
semesteran anggaran (LRA)
. Bahan laporan Terinputnya draft
Menginput draft laporan P PRYSY
keuangan semesteran : . laporan keuangan
2 |keuangan semesteran L 1 hari
. , Laporan realisasi semesteran dalam
dalam aplikasi I
anggaran (LRA) aplikasi
Laporan keuangan Terperiksanya draft
Memeriksa draft laporan - & . 3 Y
3 semesteran yang telah 2 jam laporan keuangan
keuangan semesteran ;
terprint semesteran
Laporan keuangan Terperiksanya draft
Memeriksa draft laporan ¢ = : P ’
4 semesteran yang telah 30 menit |laporan keuangan
keuangan semesteran .
terprint semesteran
Menandatangani draft Laporan keuangan Tertandatanganinya
5 |laporankeuangan semesteran yang telah 30 menit [laporan keuangan
semesteran diperiksa semesteran
Menggandakan dan Laporan keuangan .
Ee ) . : .. |Terarsipkannya laporan
6 |mengarsipkan laporan semesteran yang telah 30 menit
) ) keuangan semesteran
keuangan semesteran di tandatangani
Mengirim laporan Laporan keuangan Terkirimnya laporan
7 |keuangansemesteran ke semesteran yang telah 30 Menit |keuangan semesteran

unit kerja (BPKD)

di tandatangani

ke BPKD
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Nomor SOP 16

Tgl Pembuatan 04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT

Disahkan oleh {Kepala BPKD,

ADr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
'NIP. 19700814 200212 1 006

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nama SOP Penyusunan deporan Keuangan
Tahunan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

=

Memiliki kemampuan dalam pengolahan data

. Memahami Prosedur Penyusunan Laporan
Keuangan Tahunan

. Dapat mengoperasikan Komputer

N

w

Keterkaitan

Kelengkapan

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1. Komputer 7. Stapler
2. Printer 8. Clip Paper
3. Kalkulator 9. Tip-eks
4. Kertas 10. Pulpen
5. Tinta 11. Map
6. Stempel

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Laporan Keuangan Tahunan tidak disusun maka administrasi keuangan tidak berjalan dengan baik




(BPKD)

tandatangani

keuangan ke BPKD

: : B PELAKSANA MUTU BAKU ;
NO  URAIAN KEGIATAN ; i — - KeT
: LOLA KEUANGAN KASUBAG . SEKRETARIS _ KEPALA BADAN  KELENGKAPAN - WAKTU OUTPUT '
Mengumpulkan dan Bahan laporan
& : = P . Terkumpulnya bahan
1 |memeriksa kelengkapan keuangan : laporan 30 menit
laporan keuangan
bahan laporan keuangan | semesteran
. Bahan laporan Terinputnya draft
Menginput draft laporan 4 . PURY
2 3 e < keuangan : laporan 1 hari laporan keuangan
keuangan dalam aplikasi o
semesteran dalam aplikasi
3 Memeriksa draft laporan Laporan keuangan " Terperiksanya draft
P <+ i am
keuangan yang telah terprint ] laporan keuangan
" Memeriksa draft laporan Laporan keuangan 30 menit Terperiksanya draft
keuangan yang telah terprint laporan keuangan
. Menandatangani draft lLaporan keuangan 30 menit Tertandatanganinya
ni
laporan keuangan yang telah diperiksa laporan keuangan
Menggandakan dan Laporan keuangan
B - g P ] § ) Terarsipkannya
6 |mengarsipkan laporan < yang telah di 30 menit
. laporan keuangan
keuangan | tandatangani
Mengirim laporan Laporan keuangan g
: : i ; Terkirimnya laporan
7 |keuangan ke unit kerja yang telah di 30 menit
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Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id

17



BADANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 17
Tgl Pembuatan 04 September 2018
Tgl Revisi
Tgl Efektif
Disahkan oleh pKepa!a BPKD,
‘\_
|
ﬂor. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
NIP. 19700814200212 1 006
Nama SOP Penyusunan Ldporan Realisasi
Anggaran

Dasar HUEJI’-E

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan DaerahKabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupatiluwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupatiluwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data

2. Memahami Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran

3. Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

Kelengkapan

1. SOP Penyusunan laporankeuangan Bulanan 1. Komputer 7. Stapler
2. Printer 8. Clip Paper
3. Kalkulator 9. Tip-eks
4. Kertas 10. Pulpen
5. Tinta 11. Map
6. Stempel

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Laporan Realisasi Anggaran tidak disusun maka administrasi keuangan tidak berjalan dengan baik




PELAKSANA MUTU BAKU
KASUBAG SEKRETARIS | KEPALA BADAN KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT
Bahan laporan realisasi
Mengumpulkan dan Terkumpulnya bahan laporan
; anggaran : Lap. ; ol
1 |memeriksa kelengkapan bahan ) ) 30 menit  |realisasi anggaran : Lap.
7 Fungsional dan register ; 5
laporan realisasianggaran <p2D Fungsional dan register SP2D
B lisasi
Menginput draftlaporan ahan laporan realisasi .
c anggaran : Lap. i Terinputnya draft laporan
2 [realisasi anggaran dalam ) : 1 hari (g Gi g
et Fungsional dan register realisasi anggaran dalam aplikasi
aplikasi
SP2D
La lisasi
Memeriksa draftlaporan poran reatisasl , Terperiksanya draft laporan
3 L P < anggaran yang telah 2 jam i,
realisasi anggaran g realisasi anggaran
terprint
L lisasi
Memeriksa draft laporan BpOIan tealil ) Terperiksanya draft laporan
4 - anggaran yang telah 30 menit i
realisasi anggaran i realisasi anggaran
terprint
ra lisasi
Menandatangani draft laporan kapgran regtses) . Tertandatanganinya laporan
5 N > anggaran yang telah 30 menit L
realisasi anggaran e realisasi anggaran
diperiksa
Menggandakan dan Laporan realisasi . T
) . ) ) Terarsipkannya laporan realisasi
6 |mengarsipkanlaporan realisasi anggaran yang telah di 30 menit iy
anggaran tandatangani €8
Laporan realisasi .
Mengirim laporan realisasi Terkirimnya laporan realisasi
7 B po anggaran yang telah di 30 Menit L

anggaran ke unit kerja (BPKD)

tandatangani

anggaran ke BPKD
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Nomor SOP

18

Tgl Pembuatan

04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT

eKepaIa BPKD,

I
{Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM

'NIP. 19700814|200212 1 006

SUB BAGIAN PERENCANAAN Nama SOP

’ PENYUSUNAN LAKIP

jD__a-siér Hukum Kualifikasi Pelaksana

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas
dan FungsiSerta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Dilingkungan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2017 Nomor 51);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan (1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahur 2016 Nomor 8, Tambahan 2. Memahami Prosedur Penyusunan Lakip
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103); 3. Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan Kelengkapan

1. SOP PembuatanSurat Masuk 1. Komputer 6. Stapler
2. SOP Pembuatan RENSTRA 2. Printer 7. Clip Paper
3. Kalkulator 8. Tip-eks
4. Kertas 9. Pulpen
5. Tinta
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

| Keterlambatan Peyusunan LAKIP akan menyebabkan Evaluasi Anggaran Tahun sebelumnya terhambat




)]

PR

Pelaksanaan Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Pengelola Kasuba
Program dan & Sekretaris Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
. Perencanaan
Kegiatan
1 2 3 4q 5 6 7 8 9 10
. Bahan-bahan Terkumpulnya
Menyagkan baha sunan LAKIP
1 dari masingm :s,inn Ft;!ec;]:: " CD penyusunan 60 Menit bahan dokumen
& 8 LAKIP dari bidang LAKIP
Terkumpulnya
2 |MenyusunOraf bahan dokumen 240 menit Draft LAKIP
LAKIP
/ /
3 |Memverifikasi draf \ Draft LAKIP 30 Menit Draft L'AKIF" Yar‘?
\/ telah diverifikasi
Y
/ ,
, Draft LAKIP yang . LAKIP yang telah
4 JMengoreks d af \ i0mM
f anmemar \ / telah diverifikasi 0 Menit diparaf
/
/
. . LAKIP yang telah . LAKIP yang telah
5 n d ndatangan
Mengorets dan menandatangani \ diparaf > Menit ditandatangani
Dokumen LAKIP
Menesdmadokumen yang sudah LAKIP yang telah . okumen
6 ditandatangani ditandatangani > Menit vang telah
& ditandatangani
/ Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP
7 |Menggandakan dokumen yang telah 30 Menit yang telah
ditandatangani digandakan
/
Dok KiP
Mengarsipkan dan mengantar Dokumen okumen LA . Dokumen LAKIP
8 . . yang telah 10 Menit .
ke Instansi Terkait . terkirim
digandakan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
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Nomor SOP 19

Tgl Pembuatan 04 September 2018
Tgl Revisi 02 November 2020
Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT

Disahkan oleh

EtKepaia BPKD,

ADr. RAMADHMAN PIRADE, SE, MM
NIP. 19700814 200212 1 006

SUB BAGIAN PERENCANAAN

Nama SOP

i PENYUSUNAN/LAPORAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu TimurNomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Serta TataKerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nemor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Linglcungan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nemor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2017 Nomor51);

1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
2. Memahami Prosedur Penyusunan Laporan
3. Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

Kelengkapan

1. SOP Pembuatan Surat Masuk

1. Komputer
2. Printer

3. Kalkulator
4. Kertas

5. Tinta

6. Stapler

7. Clip Paper
8. Tip-eks

9. Pulpen
10. Map

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Keterlambatan Peyusunan Laporanakanmenyebabkan Evaluasi Anggaran Tahun sebelumnya
terhambat




-

el

Pelaksanaan Mutu Baku Ket.
. Pengelob
No Uraian Prosedur Kasuba
Monitoring dan a 6 Kasubag / kasi | Kepala Bidang Sekretaris Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
. Perencanaan
Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12
Menghimpun bahan Bahan penyusunan ) Kelengkapan
1 60 Menit
penyusunan laporan Laporan bahan Laporan
x Kelengkapan bah
2 |Menyusun Draf Laporan eiengiapan bahan 36 menit Draf Laporan
Laporan
A
I /\ . Draf laporan yg
3 Memverifikasi draf Draf Laporan 10 Menit e
\ / diverifikasi
\
/ \ Draf laporan Draft Laporan
4  |Menyerahkan draf laporan L .p . ¥e S menit masing-masing
\ / diverifikasi .
unit
v y
L i Terk |
5 [|Menyerahkan draf laporan / Draf't apo‘ran masing 5 menit ereumpuran
\ masing unit Draf Laporan
M ima draf dari bidang d
6 ener . 'dang dan ~ Draf Laporan 3 menit Draf Laporan
sekretariat
ft L.
7 |Menyusun Laporan Terkumpulan Draf 30 menit Draft Laporan

Laporan

SKPD




Memverifikasi dan memaraf

]

Laporan yang

D 1 i
8 laporan Draft Laporan SKP 5 menit telah diparaf
/
La
Memverifikasi dan memaraf \ Laporan yang telah . . poran yang
9 laboran / dinaraf 5 menit diparaf dan
P ¢ P diverifikasi
\
Mengoreksi dan / Laporan yang diparaf . Laporan yang
10 . g 3 menit . .
menandatangani laporan \ dan diverifikasi ditandatangani
Menerima dok yang sudah Laporan yang . Laporan yang
11 i . i . 3 menit i .
ditandatangani ditandatangani ditandatangani
Laporan yang ) Laporan yang
12 ™ dak k t
enggandakan do ditandatangani 13 menit 1. clah digandakan
a lah L lah
13 |Mengantar Dokumen Laporan yang tela 5 menit aporan tela

digandakan

diarsipkan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
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Nomor SOP 20

Tgl Pembuatan | 04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh Kepala BPKD,

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR § a
SE KRETARIAT fDr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM

NIP. 19700814 200212 1 006

SUB BAGIAN PERENCANAAN Nama SOP PENYUSUNAN/RENJA

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timer Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
Susunan Perangkat Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, 2. Memahami Prosedur Penyusunan Renja
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103); 3. Dapat mengoperasikan Komputer

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomeor51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja PadaBadan Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Bupati Luwvu Timur Nomer50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 51);

Keterkaitan Kelengkapan

1. SOP Pembuatan Surat Masuk 1. Komputer 6. Stapler
2. SOP Penyusunan RKA 2. Printer 7. Clip Paper
3. Kalkulator 8. Tip-eks
4. Kertas 9. Pulpen
5. Tinta 10. Map
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Keterlambatan Peyusunan RENJ;A”q.Igan menyebabkan Evaluasi Anggaran Tahun sebelumnya terhambat




ne

Pelaksanaan Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Pengelola Kasuba
Program dan 6 Sekretaris Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
. Perencanaan
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Dokumen renstra
iapkan bah j Kelengka
1 mpyuap' an ba .an p.enyusunan Renja ( ) dan pendukung 240 Menit eleng pan.
i masing-masing bidang . Dokumen Renja
lainnya
, ] Kelengkapan ) .
2 IMenyusun draf Renja sesuai Renstra . 240 menit Draf Renja
Dokumen Renja
\\
.f. . f . d T- H
3 Memveri |kaS|.dra Renja dengan Tim Draf Renja 60 Menit Renj.a ya-ng tglah
Penyusun Renja diverifikasi
I \\
Renj telah Renj |
4 iMengoreksi dan Memaraf draf Renja enJ.a ya.n.g . 15 Menit ena .yang telah
/ diverifikasi diparaf
/
\ R
Dok
ngoreksi dan menandatangani draf / Renja yang telah . okumen Renja yg
5 . , 15 menit telah
Renj diparaf . .
diitandatangani
. . Dokumen Renja yg
dok dah l
6 lMen;nma oxumen renja yang suda telah 3 Menit Dokumen renja
diitandatangani
\
Dok j
7 {Menggandakan Dok Renja Dokumen Renja 5 Menit N ur31en renja
yang digandakan
Dokumen renja sia
8 iuengantar Dok Renja ke Bapelitbangda ( ) 1a siap 2 Menit Dokumen Terkirim

dikirim




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
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Nomor SOP 21

Tgl Pembuatan 04 September 2018
Tgl Revisi

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
IKABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT

Disahkan oleh

QKepaIa BPKD,

:gDr. RAMAD;AN PIRADE, SE, MM

NIP. 19700814 200212 1 006

SUB BAGIAN PERENCANAAN

Nama SOP

PENYUSUNAbI RENSTRA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten LuwuTimur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupatea Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomer51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja PadaBadan Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor52Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomer50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 51);

1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
2. Memahami Prosedur Penyusunan Renstra
3. Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

Kelengkapan

1. SOP Pembuatan Surat Masuk 1. Komputer 6. Stapler
2. SOP Penyusunan RKA 2. Printer 7. Clip Paper
3. Kalkulator 8. Tip-eks
4. Kertas 9. Pulpen
- 5. Tinta 10.Map

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Keterlambatan Peyusunan RENSTRA akan menyebabkan Evaluasi Anggaran Tahun sebelumnya
terhambat




Pelaksanaan

Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Pengelola Kasuba
Program dan & Sekretaris Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
., Perencanaan
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M iapkan bahanpenyusunan ( )
1 enviap a.n . L Data Perencanaan 300 Menit Data Perencanaan
renstra dari masing-masing bidang
Menyusun draf Rerstra sesuai .
2 RPJMD Data Perencanaan 300 Menit Draf Renstra
/
MemverifikasidrafRenstra dengan \ . Rancangan Awal
3 . Draf Renstra 120 Menit
Tim Penyusun / Renstra
N\
//
M ksi dan Memaraf draf R Akhi
4 engorexst dan —— Rancangan Awal 30 Menit ancangan r
Renstra \ l Renstra
Dok Renst
Mengoreksi dan menandatangani Rancangan Akhir . okumen Renstra
> draf Renstra Renstra 15 menit vg telah
\ diitandatangani
Dok Renst
6 Menerima dolumes fenstra yang < Dokumen Renstra 5 Menit ’ umetnela:ns :
sudah diTTD " ve :
diitandatangani
v
7 |Menggandakan Dok Renstra Dokumen Renstra 30 Menit Dokum'en renstra
yang digandakan
A4
; tra k ( ) Dok i
8 Mengantar Dokumen Renstra ke okumen siap 10 Menit Dokurmen Terkirim

Bapelitbangda

dikirim
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Tgl Pembuatan

04 September 2018

Tgl Revisi

| 02 November 2020

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT

Disahkan oleh

{Kepala BPKD,

ﬁnr. RAMADSIAN PIRADE, SE, MM

NIP. 19700814 200212 1 006

SUB BAGIAN PERENCANAAN

Nama SOP

‘ PENYUSUNAN RKA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja PadaBadan Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 51);

1. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
2. Memahami Prosedur Penyusunan RKA
3. Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

Kelengkapan

1. SOP Pembuatan Surat Masulk 1. Komputer 7. Stapler
2. SOP Penyusunan RENSTRA 2. Printer 8. Clip Paper
3. Kalkulator 9. Tip-eks
4. Kertas 10. Pulpen
5. Tinta 11. Map
6. Stempel

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Keterlambatan Peyusunan RKA égn menyebabkan Evaluasi Anggaran Tahun sebelumnya terhambat




Pelaksanaan Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Pengelola Kasuba
Program dan 8 Kabid Sekretaris Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
. Perencanaan
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Menyiapkan bahan pesjusunan RKA Renja dan Kelengkapan
1 viap . A @ pendukung 60 Menit gkap
untuk mMmasing-masing bidang . Dokumen RKA
lainnya
y
. Kelengkapan .
M kan bahan format RKA i15M F R
2 enyiapkan bahan Dokumen RKA enit ormat RKA
3 [Memverifikasi format 8KA / Format RKA 10 Menit Format‘ RK/} yang
\ telah diverifikasi
4 [Menyusun RKA intemafunit Format' RK{\'yan'g 60 Menit R,KA yang telah
telah diverifikasi disusun
5 Menerima RKA dariintemal Unit dan RKA yang telah 10 Menit RKA yang telah
Imengimput kedalam agikasi disusun dikoreksi
6 |Memverifikasi RKA dariintemal Unit > RKA yang telah 10Menit | (A Yangtelah
\ / dikoreksi diverifikasi
/]
/\ ,
lah RKA
7 |Memverifikasi dan memaraf RKA R,KA Ya.ng t_e a S Menit ) yang telah
diverifikasi diparaf




KA h
8 Mengoreksi danmenandatangani RKA R, yang telah 3 Menit R,KA yang tela .
diparaf ditandatangani
Menerima RKA yg s:dah " RKA yang telah . RKA yang telah
9 . . N . . 3 Menit . .
ditandatangani ditandatangani ditandatangani
RKA h RKA telah
10 Menggandakan RKA . yang tela . 5 Menit . yang tela
ditandatangani digandakan
11 Mengantar RKAketnstansi Terkait ( > R!<A yang telah 5 Menit R,K A'terkmm
digandakan ditujuan
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| Nomor SOP 23

Tgl Pembuatan | 04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Disahkan oleh EKepala BPKD,

KABUPATEN LUWU TIMUR

S E KRETARIAT *Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM

|

! NIP. 19700814 200212 1 006

| SUB BAGIAN PERENCANAAN 1

f Nama SOP PENGUMPULAN LAPORAN TRIWULAN
 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

| 1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 1. Mengetahui format laporan

13.

4.

| 5.

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2017 Nomor 51);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur

2. Mengetahui materi laporan

‘ Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penanganan Surat Masuk Umum

?. SOP Penanganan Surat Masuk Bagian

3. SOP Pembuatan Surat Biasa, Surat Undangan
A. SOP Pengarsipan Naskah Dinas

[
!

1. Komputer
2. Printer
3. Kertas Kop

| Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

L
E
1

Keterlambatan data yang diterima mempengaruhi waktu penyelesaian Rencana Kerja




P

Pelaksanaan

Mutu Baku

No Uraian Prosedur Pengelola
Program dan Kasubid Kabid Kepala Badan Kelengkapan Waktu
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 L(ourdinasi Penyusunan Laporan < >
Data realisasi anggaran
2 [Mengumpulkan Data triwulan dan berkas 2 hari
engump kegiatan yang telah
terlaksana
Realisasi pertriwulan dan
3 [Membuat Draft i’ berkas kegiatan yang 3 hari
I telah terlaksana
/ |
4 [Mengoreksi Draft \ Draft laporan triwulan 1 hari
5 [Menerima Laporan =< ) Laporan triwulan
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Nomor SOP
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Tgl Pembuatan

04 September 2018

Tgl Revisi

02 November 2020

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Disahkan oleh
KABUPATEN LUWU TIMUR

BIDANG AKUNTANSI
SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN NERACA DAERAH

ﬁKEPALA BPKD

ﬁor. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
NIP: 19700814 200212 1 006

Nama SOP

Penyusunan Léporan Daya Serap

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

1.Memiliki kemampuan dalam pengolahan data

2.Memahami Prosedur Pembuatan Laporan Daya
Serap

3.Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Laporan Daya Serap Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. SOP Laporan Verifikasi
3. SOP Laporan DAK

1. Komputer
2. Map Folder

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Terhambatnya penelusuran data pada saat pemeriksaan;
2. Terhambatnya laporan Keuangan Akhir Tahun;




Selaksana Ket
Kepala Sub
Kegiatan Pengelola Bidang Kepala Kepala Kelengkapan Waktu Output Ket
. Pembukuan .
Akuntansi Bidang Badan
dan Neraca
Daerah
. P Mengumpulkan data untuk Menyusun Laporan 15 Menit Data
Daya Serap (3
. [» Menugaskan Pengelola Akuntansi untuk membuat 5 menit setiap Daya Serap Realisasi
Laporan Daya Serap per SKPD; A SKPD Kabupaten Anggaran/Daya

Serap Anggaran Per
SKPD

> Membuat laporan daya serap per SKPD; Data Realisasi 30 menit Laporan Daya
Anggaran/Daya Serap
v Serap Anggaran Kabupaten
Per SKPD
A
. |» Mengoreksi Laporan daya Serap v Data Realisasi 10 menit Laporan Daya
/\ Anggaran/Daya Serap
Serap Anggaran Kabupaten
\/ Per SKPD
A
. |» Memaraf Laporan Daya Serap v Data Realisasi 3 menit Laporan Daya

Anggaran/Daya
Serap Anggaran
Per SKPD

Serap
Kabupaten

. > Menandatangani laporan Daya Serap




b L

Anggaran/Daya
Serap Anggaran
Per SKPD

Serap
Kabupaten

» Mengirim lapsran Daya serap '\z Data Realisasi 15 menit Laporan Daya Dikirim ke
H Anggaran/Daya Serap Bupati/Wakil
Sercp Anggaran Kabupaton Bupati, Bappeda,
Per SKPD Ekbang, Kepala
BPKD dan Kepala
Bidang Akuntansi
» Mengarsipkan laporan daya serap Data Realisasi 2 menit Laporan Daya




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
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7 oo T, Nomor SOP 25

’6&1‘\5 Tgl Pembuatan | 04 September 2018
&ﬁﬁ Tgl Revisi

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Disahkan oleh €<EPALA BPKD
KABUPATEN LUWU TIMUR

BIDANG AKUNTANSI
SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN NERACA DAERAH {r. RAMADHAN PIRADE, SE, MM

NIP: 19700814\200212 1006

Nama SOP Penyusunan Iaboran DAK

" Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 1.Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
2.Memahami Prosedur Pembuatan Laporan DAK

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
\ 3.Dapat mengoperasikan Komputer

Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
1. Alat tulis
1. SOP Surat keluar, 2. Kalkulator
2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 3. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1.Tidak tercapainya realisasi DAK
2.terlambatnya pelaporan realisasi DAK/dana transfer/dana penyesuaian ke Dirjen Perimbangan




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Kepala Bidang Ket
Pengelola Akuntansi Kuasa BUD Akuntansi Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
Menyiapkan laporan realisasi Laporan Realisasi | 15 menit Laporan Realisasi
DAK | } DAK DAK
Membuat surat permintaan \ 4 Disposisi, Surat 2 hari -Data dari SKPD
data ke SKPD. Mengambil E permintaan data -Data Realisasi
realisasi SP2D dari BUD ke SKPD SP2D dari BUD
Membuat laporan Realisasi DAK ‘L—| Data dari SKPD 2 jam Konsep Laporan
dan menyerahkan laporan ke |:] | -Data Realisasi DAK
Kabid untuk diperiksa ‘ $P2D dari BUD
Memeriksa Draft Laporan DAK Konsep Laporan 30 menit Laporan DAK yang
jika setuju memberi paraf , jg DAK telah diperiksa
meneruskan ke Kadis,jika tidak ANy
setuju, mengembalikan ke kasi
untuk diperbaiki
Memparaf untuk selanjutnya Laporan DAK 15 menit Laporan DAK yang Laporan DAK

ditanda tangani Bupati

telah diparaf

yang telah
diparaf,
diteruskan ke
KDH/WKDH
untuk ditanda
tangani




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
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Nomor SOP

26

Tgl Pembuatan

04 September 2018

Tgl Revisi

02 November 2020

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Disahkan oleh
KABUPATEN LUWU TIMUR

BIDANG AKUNTANSI
SUB. BIDANG VERIFIKASI DAN

KEPALA BPKD

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM

NIP: 19700814{200212 1 006

SUB. BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Nama SOP

Penyusunan laporan Akhir Tahun

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 1.Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur | 2.Memahami Prosedur Penyusunan Laporan akhir

Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan

Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tahun
3.Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

‘ 1. Alat tulis
| 1. SOP Surat Keluar, 2. Kalkulator
2. SOP penyusunan lapkeu. 3. Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.Tidak tercapainya prognosis anggaran tahun berikutnya
2.Kurang nya informasi tentang realisasi anggaran 6 bulan.




Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengelola
Uraian Prosedur relaporan Kep.ala Sub. Kepala Bl:.'a.ng Kepala Badan Kelengkagan Waktu Output
Keuangan Bidang Akuntansi
Daerah
Menyiapkan data untuk menyusun Data 15 Menit data
Laporan Keuangan Akhir Tahun dan
mempersiapkan data yang
dibutuhkan;
> Melakukan Tutup Buku; BKU Manual dan BKU dari 2 Bulan Laporan Keuangan Selurun Staf dan Kasi

> Melakukan Rekonsiliasi saldo BKU

dari Kuasa BUD;

> Melakukan Penyesuaian atau jurnal

koreksi terhadap kesalahan

pembebanan belanja jika ada;

> Menerima dan memverifikasi

Laporan dari SKPD;

> Melakukan Rekonsiliasi terhadap
Laporan Realisasi dari SKPD;

» Menyerahkan Laporan Belanja
Modal kepada Bagian Aset;

> Menerima Laporan Inventaris Aset

dari Bagian Asset;

> Melakukan Jurnal Korolari terhadap

Belanja Modal untuk Penyusunan

Neraca;

> Melakukan Klasifikasi Piutang-

Piutang;

> Melakukan Klasifikasi terhadap

investasi;

> Melakukan klasifikasi terhadap

Persediaan;

> Melakukan Klasifikasi terhadap

Utang;

Melakukan Penyusunan Arus Kas;

Menyusun CALK

Server, Pembukuan,
Laporan Keuangan dari
SKPD, Laporan Piutang dari
Bagian Pendapatan, Laporan
Persediaan dari SKPD,

Akhir Tahun

melakukan kerjasama
untuk penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun

Memeriksa kelayakan dan kesesuaian
laporan keuangan, jika layak maka
diteruskan ke kepala dinas, jika tidak
dikembalikan kepada Kasi dan Staf
untuk dikoreksi.

\.

Laporan Keuangan Akhir
Tahun

3 Hari

Laporan Keuangan
Akhir Tahun




-

- ]

Menandatangani Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang siap
diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan

1 hari

Laporan keuangan Akhir
Tahun yang siap
diserahkan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan

Mengantar Laporan Keuangan ke
BadanPemeriksa Keuangan

J

Laporan Keuangan

5 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTERAN
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| Nomor SOP 27

Tgl Pembuatan | 04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH S LYY T
KABUPATEN LUWU TIMUR \S

BIDANG AKUNTANSI \ —
SUB. BIDANG VERIFIKASI DAN Fnr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM

SUB. BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN NIp: 1970814200212 1.006

Nama SOP Penyusunan Ia\ooran semesteran
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Menguasai alur pengumpulan data dan
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur penyusunan laporan semester
Nomor 103); 6. Mampu mengklasifikasikan data untuk
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta penyusunan laporan
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 7. Mampu mengoperasikan komputer

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
1. Alat tulis
1. SOP Surat Keluar, 2. Kalkulator
2. SOP penyusunan lapkeu. 3. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1.Tidak tercapainya prognosis anggaran tahun berikutnya
2.Kurang nya informasi tentang realisasi anggaran 6 bulan.




Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengelola
Uraian Prosedur Pelaporan fian Kepala Sub. Kepala Bidang
Evaluasi Bidang Akuntansi Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
Pelaksanaan
kegiatan APBD

mempersiapkan data untuk Data 15 menit Data Laporan Semester

Laporan semester ( )

Melakukan Rekonsiliasi dan Laporan Semester SKPD dan | 1hari Laporan semester yang

jurnal penyesuaian terhadap Laporan semester versi BUD telah direkon

laporan semester dari SKPD

Menyusun laporan semester Laporan semester yang 1 hari Draft Laporan, disposisi

dan melaporkan kepada . telah direkon

kepala bidang > ||

3

Memeriksa Laporan Draft Laporan, disposisi 1jam Laporan semester

semester, jika setuju Y

memparaf dan jika tidak /\

Setuju mengembalikan ke \“/

Kasubid pelaporan untuk

diperbaiki

Menyerahkan laporan ke Laporan Semester 15 menit Laporan semester yang

kasubid Pelaporan Untuk telah diperiksa,

dilaporkan ke Kepala Badan. Disposisi arahan ke
kepala Badan

Memberikan paraf disposisi Laporan Semester 1 hari Laporan semester yang

pada Laporan semester / > disertai paraf

untuk ditandatangani Bupati N koordinasi utk
diteruskan ke Bupati

Membawa Laporan Laporan Semester 1 hari Laporan semester yang

semester ke Bupati < disertai paraf

(: koordinasi utk

diteruskan ke Bupati




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN TRIWULAN

2020
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Email : bpkd@Iluwutimurkab.go.id

28



Nomor SOP 28

Tgl Pembuatan | 04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH T T
KABUPATEN LUWU TIMUR \°

BIDANG AKUNTANSI =
SUB. BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN a?Dr- RAMADHAN PIRADE, SE, MM

NIP: 19700814 200212 1 006

Nama SOP Pembuatan Laporan Triwulan

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 1.Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
(lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur | 2-Memahami Prosedur Pembuatan Laporan
Nomor 103); Triwulan

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta 3.Dapat mengoperasikan Komputer
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
1. Alat tulis

1. SOPPengajuan UP, 2. Kalkulator

2. S0PPengajuan GU, 3. Komputer

3. SOPPengajuan LS,

4. SOPPengajuan TU,

5. SOPPengiriman data E-Audit

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Tidakterkontrolnya Laporan Pertanggungjawaban SKPD
2. terlambatnya Penyusunan Laporan Triwulan




-

Pelaksana

Mutu Baku
Pengelola
Uraian Prosedur Pelaporan Kepala Sub. Bidang
Keuangan daerah Pelaporan Dan Kepala Bidang Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output Ket
Pertanggungjawaban Akuntansi
Mengumpulkan data untuk Data Laporan 15 menit Data Laporan
membuat Laporan l } Triwulan Triwulan
Membuat Laporan Triwulan Lembar Disposisi | 30 menit Laporan
sesuai permintaan y dan surat Realisasi
|:__—| permintaan dari Anggaran
lembaga terkait Triwulan
Memerikas kembali laporan Laporan Realisasi | 10 menit Laporan
yang telah dbuat oleh Kasi J——I Anggaran Realisasi
sebelum dilaporkan kepada g — Triwulan Anggaran
lembaga yang meminta Triwulan yang
telah diparaf
Menandatangani Laporan Laporan Realisasi | 2 menit Laporan
> Anggaran Realisasi
E Triwulan yang Anggaran
telah diparaf Triwulan yang
telah diparaf
Mengirimkan atau Laporan Realisasi | 15 menit

melaporkan LRA Triwulan
kepada lembaga yang
terkait

Anggaran
Triwulan yang
telah
ditandatangani
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Nomor SOP

29

Tgl Pembuatan

04 September 2018

Tgl Revisi

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH L6l EIEHOT

Disahkan oleh
KABUPATEN LUWU TIMUR

BIDANG AKUNTANSI
SUB BIDANGPEMBUKUAN DAN NERACA DAERAH DAN SUB. BIDANG
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

{EPALA BPKD

Qnr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
NIP: 19700814 200212 1 006

Nama SOP

Penyusunan L?sporan Neraca Daerah

Dasar H L_nkum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. PeraturanDaerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 103);

2. PeraturanBupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Serta TataKerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Daerah

4. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

1.Memiliki kemampuan dalam pengolahan data

2.Memahami Prosedur Pembuatan Penyusunan
Laporan Neraca Daerah

3.Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan:

Peralatan Perlengkapan :

SOP PengajuanSPM untuk Penerbitan SP2D

SOP Penyusunan Laporan Semesteran

SOP Laporan DAK

SOP Penyusunan Perda/Perbup Pertanggungjawaban APBD

pwne

1. Komputer
2. Kertas
3. Printer

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan

1. Terhambatnya penelusuran data pada saat pemeriksaan;
2. Terhambatnya laporan Keuangan Akhir Tahun;




Mutu Baku Ket
Kepala Sub. Bidang
d Pembukuan dan
Uraian Prosedur Pengelola Neraca Daerah dan Kepala Bidang
Akuntansi Sub. Bidang Akuntansi Kelengkapan Waktu Output
Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban
. . Pembuatan Daftar checklist
Mengumpulkan data yang diperlukan | } 3 Hari kebutuhan data
. Data-data telah terkumpul dari
ftar checkl tuh
Menyusun Schedul Penyusunan Neraca Ej Daftar checklist kebutuhan 30 Menit | masing-masing bidang dan
data
SKPD
Melakukan analisis data dan Vj
mengkonsolidasikan serta menyusun draft I: Data-data yang telah ada 15 Hari Draft Neraca
Neraca
A
. J? 4 y . N
Membahas hasil penyusunan draft Neraca I::' ‘::l l___j Draft Neraca 1 Hari Bahan finalisasi draft Neraca
Menyafnpal.ka-n Lafpor.an draft Neraca . Hasil pembahasan finalisasi \ Neraca telah selesai dalam
sebagai hasil finalisasi dan Mengoreksi — 1 Hari
. . draft Neraca bentuk dokumen
kembali finalisasi draft Neraca
Menerima dan memeriksa dokumen r“j dokumen Neraca yang telah . Dokumen Neraca diparaf bila
. . 1 Hari . .
Neraa dikoreksi dan lengkap tidak ada koreksian
. A 4
k
Menggandakan dokumen Neraca sekaligus CI Dokumen Neraca yang telah 1 Hari Dokumen Neraca telah

menjllid

diperiksa dan disetujui

digandakan dan dijilid
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Nomor SOP

30

Tgl Pembuatan

04 September 2018

Tgl Revisi

02 November 2020

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Dissbkan olah
KABUPATEN LUWU TIMUR

BIDANG AKUNTANSI
SELAKU SKPD

KEPALA BPKD

ADr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
'NIP: 197008(4 200212 1 006

Nama SOP

Panjar pada SKPD

: 6_3 sar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
SertaTata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

1.Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
2.Memahami Prosedur Panjar pada SKPD
3.Dapat mengoperasikan Komputer

i lséterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Pengajuan SPM GU

1. Komputer
2. Map Folder

~ Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Terhambatnya proses pengajuan pencairan Dana;
2. Terhambatnya Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran;
| 3. RendahnyaDaya Serap.




> Membuat Pengesahan SPJ;
> Mengarsipkan Dokumen Panjar;

A

Nota Kontan

Nota Pesanan; Berita
Acara Serah Terima
Barang

Laporan Kegiatan

Nota Pesanan;
Laporan Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Keai
egiatan Bendahara PPK PPTK Kepala Kelengkapan Waktu Output Ket
Pengeluaran Badan
mengajukan Nota Ajuan dan Nota Persediaan Nota Ajuan 15 menit | Nota Ajuan
Dana) dan DPA kepada PPK (Pejabat C— NPD (Nota Persediaan NPD (Nota
Penatausahaan Keuangan) —) Dana), DPA kegiatan. Persediaan Dana),
DPA kegiatan.
. |>» Memverifikasi Nota Ajuan sesuai DPA kegiatan; Nota Ajuan 30 menit | Nota Ajuan
» Membuat Surat Persetujuan Panjar yang l___—|< NPD (Nota Persediaan NPD (Nota
ditandatangani oleh Kepala SKPD dan PPK | Dana), DPA dan Surat Persediaan Dana),
Persetujuan DPA dan Surat
Persetujuan
Mengevaluasi dan menyetujui Nota Ajuan Nota Ajuan 15 menit | Nota Ajuan dan
kegiatan yang diajukan oleh PPK. NPD (Nota Persediaan Surat Persetujuan
] I Dana), DPA dan Surat Panjar yang telah
— Persetujuan disetujui dan
ditandatangani
. |» Membayarkan panjar kepada PPTK atas dasar Nota Ajuan dan Surat 45 menit | Nota Ajuan dan
NPD (Nota Persediaan Dana) , DPA dan Persetujuan Panjar yang Surat Persetujuan
Persetujuan Kepala SKPD dan PPK; |:—|A telah disetujui dan Panjar, Buku Kas
> Membukukan uang panjar pada Buku Panjar dan I ditandatangani Tunai, Buku Panjar.
Buku Kas Tunai sesuai panjar yang dibayarkan.
> Menyerahkan SPJ pada PPK untuk diverifikasi SPJ kegiatan 15 menit | SPJ Kegiatan
setiap tanggal 20 bulan berjalan. N
'I_:I
» Memwerifikasi SPJ yang diserahkan oleh PPTK. Kwitansi; 90 menit | Kwitansi;




. = Membuat Surat Permintaan Pembayaran SPP 1,2&3, SPM dan 30 menit | SPJyang telah
'~ Mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Surat Pernyataan diverifikasi
Kepala Badan;
> Membukukan pada Buku Panjar, Buku Kas Tunai,
dan Buku Kas Umum; [
. [~ Menyetujui Surat Perintah Membayar SPM dan Surat 30 menit
Pernyataan
. |»= Memproses Surat Perintah Membayar SPM 5 menit

J
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Nomor SOP 31

Tgl Pembuatan | 04 September 2018

Tgl Revisi 02 November 2020

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH el
KABUPATEN LUWU TIMUR L

BIDANG AKUNTANSI

SUB. BIDANG VERIFIKASI DAN fbr. RAMADHAN PIRADE, SE, MV
SUB. BIDANG PEMBUKUAN DAN NERACA DAERAH DAN NIP: 19700814 2007171006
Nama SOP Pemeriksaan Interim

SUB. BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan DaerahKabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 1.Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
(Lembaran DaerahKabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 2.Memahami Prosedur Pemeriksaan Interim
Nomor 103); 3.Dapat mengoperasikan Komputer

2. Peraturan Bupatiluwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja BadanPengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupatiluwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Daerah

4. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
3. Alat tulis
1. SOP Penyusunan Laporan Akhir Tahun, 4. Kalkulator
2. SOP Laporan Semesterdan Laporan Fungsional 5. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

| 1.Terhambatnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun




Pelaksana Mutu Baku
Urai P d Pengelola
raian Prosedur
Pelaporan Kepala Sub.
Keuangan Bidang Kepala Bidang Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output Ket
Daerah
Menyiapkan data yang dbutuhkan Data 30 hari Data laporan Pemeriksaan interim
BPK pemeriksaan dilakukan 31 hari
| l meliputi SKPKD dan
SKPD
Menyiapkan data dan laporan Database, pembukuan, 30 hari Data,
yangdibutuhkan pada laporan fungsional dan pembukuan dan
pemeriksaan ti dokumen pencairan Laporan
Mengolah data dan laperanyang Database, pembukuan, 30 hari Data,
dibutuhkan pada pemetiksazn laporan fungsional dan pembukuan dan
w__l dokumen pencairan Laporan
C 1
7'}
Memverifikasi data dan laporan Data, pembukuan dan 30 hari Data,
untuk diserahkan ke BPK i Laporan pembukuan dan
/\ Laporan
\ /
Menandatangani data dan Data dan Laporan 5 Menit Data dan
Laporan j Laporan
3
~




& -

Mengantar Data dan laporan ke
BPK

Data dan Laporan

5 Menit

Data dan
Laporan
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Nomor SOP 32

Tgl Pembuatan 04 September 2018

Tgl Revisi

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH e
KABUPATEN LUWU TIMUR '

BIDANG AKUNTANSI
SUB. BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Dr. RAVADHAN PIRADE, SE, MM

NIP: 19700814 200212 1 006

. Nama SOP Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD
rDasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana
i 1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Menguasai alur pengumpulan data dan
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur penyusunan laporan
Nomor 103); 6. Mampu mengklasifikasikan data untuk
2. Peraturan Bupati LuwuTimur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta penyusunan laporan
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 7. Mampu mengoperasikan komputer

3. Peraturan Bupati LuwuTimurNomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
1. Alat tulis
1. SOP Surat keluar, 2. Kalkulator
2. SOP Surat Masuk, 3. Komputer
3. SOP laporan semester
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1.terlambatnya Perda




Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Pengelola Pelaporan
keuangan Daerah

Sub. Bidang Pelaporan
Dan
Pertanggungjawaban

Kepala Bidang

Kepala Badan

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

1. | Menerima Hasil LHP BPK Ridari

Bupati dan menyerahkan ke
Kabid

]

LHP BPK,

15 menit

LHP BPK, Disposisi
Arahan

2. | Mengevaluasi LHP dan

memerintahkan kepada kasi
dan staf untuk melakukan
koreksi

LHP BPK, Disposisi
Arahan

2 hari

LHP BPK,laporan
keuangan an-
audited

3.] e

Melakukan koreksi
terhadap laporan keuangan
sesuai LHP
Membuat lampiran
Ranperda

Membuat surat pengantar
ke DPRD

Mencetak Ranperda
Menggandakan Ranperda
Membagikan bahan
perhitungan ke SKPD
Melaporkan kembal ke

kabid untuk dikoreksi

LHP BPK,laporan
keuangan an-
audited

2 minggu

Ranperda yang
telah digandakan

Melaporkan Laporan
Keuangan kembali ke kabid

untuk dikoreksi

Mengevaluasi Ranperda
Menyerahkan Ranperda ke
DPRD

-

Ranperda

2 hari

Ranperda yang
telah dievaluasi
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Nomor SOP

33

Tgl Pembuatan

04 September 2018

Tgl Revisi

02 November 2020

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sisticnoleh
KABUPATEN LUWU TIMUR

BIDANG AKUNTANSI
SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN NERACA DAERAH

{(EPALA BPKD

gbr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
NIP: 19700814 200212 1 006

Nama SOP

Persediaan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Daerah Kabupatenluwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Le mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu TimurNomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

1.Memiliki kemampuan dalam pengolahan data
2.Memahami Prosedur Pembuatan Persediaan
3.Dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1. Komputer
2. Map Folder

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Terhambatnya penelusuran data pada saat pemeriksaan;
2. Terhambatnya laporan Keuangan Akhir Tahun;




Pelaksana Ket
Kepala Sub Ket
Kegiatan Pengelola Bidang Kabid Kelengkapan Waktu Output
R Pembukuan . Kaban
Akuntansi Akuntansi
dan Neraca
Daerah
1. B Menyiapkan data Akhir persediaan dari SKPD 15 menit Data akhir
( \r persediaan
2. [»Menugaskan Staf untuk membuat surat permintaan 5 menit setiap SKPD Neraca Akhir
data stok opname persediaan kepada SKPD; Y
4. [»>Membuat surat permintaan stok opname Data Stok 10 menit Stok Opname dari Diserahkan kembali
persediaan akhir kepada SKPD; v opname dari SKPD kepada Kasi untuk
SKPD dijurnal
5. [»Menerima dan mengumpulkan data Stok opname 10 menit Stok Opname dari
dari SKPD dan menyerahkan kepada Kasubid SKPD
6. [»Menjurnal data stok opname persediaan SKPD pada \ 4 90 Menit Neraca Konsolidasi
Neraca Konsolidasi Kabupaten | Kabupaten
7. > Memaraf Neraca Konsolidasi Kabupaten ) 5 Menit Neraca Konsolidasi
/ Kabupaten
8. [»Menandatangani Neraca Konsolidasi Kabupaten l 5 Menit Neraca Konsolidasi
<> Kabupaten
10 [»Mengarsipkan Neraca Konsolidasi Kabupaten 5 Menit Neraca Konsolidasi

J

Kabupaten
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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
BIDANG ASET

SUB. BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Nomor SOP | 34

Tgl Pembuatan

04 September 2018

Tgl Revisi

02 November 2020

Tgl Efektif

Disahkan oleh 4

’\Kepala BPKD,

R-Dr. RAMAD;AN PIRADE, SE, MV

NIP. 197008\4 200212 1006

Nama SOP

PEMERIKSAAKI BARANG REALISASI
| BELANJA MODAL SKPD B

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana |

1. Peraturan Daerah Kabupatenluwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu TimurNomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di

Lingkungan Pemerintah Daerah
4. Peraturan daerah Nomor 2Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Menguasai alur dokumen pencatatan aset
tetap

Mampu mengklasifikasikan dokumen
pencatatan aset menurut jenis akunnya

3. Mampu mengoperasikan komputer

i

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Pencatatan dan Pelaporaninventarisasi Aset Tetap Kabupaten

1. Dokumen pencairan

2. Berita Acara Rekon

3. Laporan Semester Inventarisasi Barang
dari SKPD

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Penyusunan Bulku Inventarisasi dan Penyusunan Neraca Kabupaten akan terhambat.




Pelaksana Mutu Baku Ket
Analis
Uraian Prosedur Pengurus Kebijakan Kasubid Kabid Aset Kelengkapan Waktu Output
Barang SKPD Klasifikasi Penatausahaan
Barang BMD
Melakukan pemeriksaan Surat Tugas 5 menit | Laporan KIB diterima
barang realisasi belanja D
modal/hibah /mutasi
Memeriksa/rekon Laporan KIB yang 20 menit | Dokumen telah
realisasi belanja modal i diterima diperiksa
dengan Laporan KIB dari >
SKPD
Memeriksa, dan KIB SKPD dan Data 20 menit | Laporan KIB yang
mencocokkan data Realisasi Belanja telah sesuai dengan
dokumen pencairan dgn Modal Realisasi Belanja
KIB (Laporan hasil Modal (KIB yang
inputan/eksport data \ telah fix)
SIMDA BMD) SKPD, Jika < e
tidak cocok
mengembalikan kepada
Pengurus Barang SKPD
untuk
mengkoordinasikan ke
PPK SKPD
Membuatkan Berita KIB yang telah fx 20 menit | Berita Acara Rekon
Acara Rekon o |




Menyerah kan Berita
Acara Rekon Aset
selanjutnya Kasubid
Penatausahaan BMD
memerintahkan staf
pengelola aset tetap
SKPD melakukan
verifikasi barang pada
SKPD

Berita Acara Rekon

10 menit

Berita Acara Rekon
diparaf oleh: Kasi.
Inventarisasi

Menyerahkan Berita
Acara Rekon SKPD
untuk ditandatangani

Berita Acara Rekon
yang telah diparaf
oleh Kasi.

Inventarisasi Aset

10 menit

Berita Acara Rekon
yang telah diparaf
oleh Kasi.

Inventarisasi Aset

Mendokumentasi -kan
Berita Acara Rekon
antara Bidang Aset
dengan SKPD

Berita Acara Rekon
telah ditandatangani
oleh Kabid. Aset

Berita Acara Rekon,
bukti dokumentasi
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Nomor SOP

| 35

Tgl Pembuatan

04 September 2018

Tgl Revisi

' 02 November 2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tl Ereki

KABUPATEN LUWU TIMUR
BIDANG ASET

Disahkan oleh {Kepala BPKD,

L

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
NIP. 19700811-\200212 1006

| SUB. BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH  [Namasor

| PENDISTRIBUSIAN BARANG SKPD

Dasar Hukum

_ Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Daerah
| 4. Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Menguasai Pendistrisbusian Barang SKPD
2. Mampu mengoperasikan komputer

l Keterkaitan

| Peralatan Perlengkapan

' 1. SOP Persediaan
2. SOP Inventarisasi Barang Milik Daerah
3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Alat tulis (ATK)

Printer

Komputer

Dokumen yang digunakan (Bukti Belanja,Berita Acara
Serah Terima Barang,Berita Acara Pemeriksaan Barang,

5w

i Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

| Penatausahaan pendistribusian merupakan bahagian dari proses akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah. Jika
' SOP ini tidak dilaksanakan maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah tidak tepat sasaran /waktu.

1.Monitoring dan Evaluasi ke SKPD
| 2.Laporan Pendistribusian SKPD




Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengurus
. Barang Pemakai Barang Kelengkapnan u u
Uraian PrOSEdur SKPD/Penyim SKPD PPTK SKPD Kepala SKPD giap Wald Output
pan Barang Sekretaris /PPK-
SKPD SKPD
1. Menyerahkan BAST 5 menit -Daftar Barang -

Barang dan Barang

C

e Bukti Belanja

Bahan/Material

Kepada Pengurus Persediaan -Persediaan Barang
Barang e Berita Acara Lainnya
Serah
Terima
Barang
2, Melakukan verifikasi - Dokumen dan | 20 menit - Dokumen telah
Dokumen dari PPTK BAST Barang diperiksa
< - Barang - Tersedianya
Barang
3. | Menandatangani -Berita Acara 5 menit - Tersedianya
BAST BARANG . Bukti Dokumen
Barang
4. | Menandatangani -Berita Acara 5 menit - Tersedianya
BAST BARANG . Bukti Dokumen
Barang
5. | Menyimpan Barang < Gudang/ 1 Hari - Barangtelah di
di Gudang Lemari kodefikasi

- Barangtersedia
dan tersimpan




Berita Acara Serah
Terima (Kepala SKPD
dan Pemakai Barang)

Acara

Mengajukan Usulan 20 menit - Persetujuan
Permintaan Barang Permintaan Permintaan
setelah menerima Barang
permohonan - Daftar
barang dari pemakai Kebutuhan
Barang - Barang
Bukti Usulan Surat Permintaan
Menyampaikan Usulan \ 4 Permintaan Barang
- Kepada Kepala SKPD E_—_] Barang
- Daftar 10 menit
Kebutuhan
Barang
menyetujui ‘k Bukti Usulan Persetujuan
Permintaan Barang |:] Permintaan 10 menit Permintaan Barang
Barang telah di
periksa
Menandatangani -Surat Berita 10 menit




[ [
Menerima 10 Menit - Siap Untuk
10 Barang Digunakan
' | Menyerahkan Barang dengan Penuh
Kepada Pemakai Tanggung Jawab
Barang
11. | mencatat Barang yang Laporan BARANG | 60 Menit Bukti-Bukti: Laporan
telah didistribusikan Distribusi - Kartu Barang -PPTK
Kepada Pemakai - Lap.Semester ttg -PPK-SKPD
Barang Penerimaan dan | -Pengurus
l'_—L Pengeluaran Barang | Barang
I - Bukti Pengambilan
Barang Dari Gudang
- Berita Acara serah
terima Gudang
12. | Menyampaikan - Laporan 10 menit - Laporan BARANG
Laporan Distribusi Distribusi Per
Barang l_:"_l Semester
13. | Melaporkan Laporan - Laporan 10 menit - Tersedianya

Laporan Distribusi
Barang

Laporan
Distribusi Barang
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' Nomor SOP 36

| Tgl Pembuatan | 04 September 2018

Tgl Revisi 02 November 2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 18 el

Disahkan oleh pKepaIa BPKD,
KABUPATEN LUWU TIMUR “%x
BIDANG ASET ﬁnr. RAMADHAN ;‘IRADE, SE, MM

NIP. 19700é\14 200212 1 006

SUB.BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH  "namasop PERSEDIAAN SKPD

]

i_péég_r Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 1. Menguasai Akuntansi Persediaan
Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 2. Mampu mengoperasikan komputer

Luwu Timur Nomor 103);

N

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
SertaTata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Daerah
4. Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan

1. SOP Inventarisasi Barang Milik Daerah

1. Alat tulis (ATK)
2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2. Printer
3. Komputer
4,

Dokumen yang digunakan (Bukti Belanja Persediaan,Berita

Acara Serah Terima Barang,Berita Acara Pemeriksaan
- Persediaan,SP2D LS)

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

P enatausahaan persediaan merupakan bahagian dari proses akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah. Jika SOP ini | 1.Monitoring dan Evaluasi ke SKPD
| tidak dilaksanakan maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah tidak tepat waktu. 2.Laporan Persediaan SKPD




Pelaksana Mutu Baku Ket
| _
Uraian Prosedur Bendahara Kelengkapan Waktu Output
Pengurus
Barane SKPD Pengeluaran PPTK SKPD
8 SKPD
Menyerahkan BAST -Bukti Belanja Persediaan 5 menit -Persediaan Barang Habis
Barang dan Barang -Berita Acara Serah Terima Pakai
Persediaan Kepada Barang - Persediaan Bahan/Material
Pengurus Barang ( > -Persediaan Barang Lainnya
Melakukan verifikasi -Dokumen dan BAST Barang 20 menit - Dokumen telah
Dokumen Persediaan -Barang Persediaan diperiksa
dari PPTK - - Tersedianya Barang
Menandatangani h 4 -Berita Acara 5 menit -Barang Siap untuk di
BAST BARANG bagikan
Menandatangani il -Berita Acara 5 menit - Barang Siap untuk di
BAST BARANG bagikan
Mengajukan Usulan Permintaan 20 menit - Persetujuan
Permintaan < Persediaan Permintaan
Persediaan
A 4 . .
— -Dokumen 10 menit Menyampaikan Dokumen
Melaporkan I [ Laporan
Penggunaan -PPTK
Persediaan Perbulan -PPK-SKPD
-Pengurus Barang
A 4
:3




7. Menyerahkan Laporan -SP2D LS 10 menit Menyampaikan Laporan
Realisasi Belanja Realisasi Belanja
Kepada Pengurus
Barang
8. Mencatat dan membuat Laporan Persediaan 60 Menit Laporan : Laporan
laporan -Barang Pakai habis -PPTK
- Kartu Barang -PPK-SKPD
- Kartu Persediaan Barang -Pengurus Barang
- Lap.Semester ttg
l_—'I: Penerimaan dan
— Pengeluaran Barang Pakai
Habis
- Bukti Pengambilan Barang
Dari Gudang
- Berita Acara serah terima
Gudang
- Berita Acara serah terima
terdapat selisih
9. Melaporkan Stock - Lapboran Persediaan 10 menit - Laporan Stock
Opname melalui PPK- Opname
SKPD
]
10. | Melaporkan Laporan - Laporan Persediaan 10 menit - Tersedianya Laporan

Persediaan

Persediaan
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NOMOR SOP

37

TGL. PEMBUATAN

04 September 2018

TGL. REVISI

2 November 2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TGL. EFEKTIF

KABUPATEN LUWU TIMUR

PENDAPATAN DAERAH
KASUBID KEBERATAN,BANDING DAN KAJIAN PENDAPATAN DAERAH

DISAHKAN OLEH

- {KEPALA BADAN,

fDr. RAMADEAN PIRADE,SE,MM

NIP. 197008]\4 200212 1 006

NAMA SOP

PENGAJUAN \(—EBERATAN PAJAK DAERAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi |
Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 103);

. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut |
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah. I
. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang |
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Restoran.

1. Mampu mengoperasikan Komputer
2. Memahami regulasi Permohonan Keberatan




8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengajuan Keberatan Retribusi Daerah

n e

Komputer/Laptop

Laporan Hasil Penelitian Kembali
Surat Keputusan Keberatan

Buku Register Permohonan Keberatan

. Buku Register Surat Keputusan Keberatan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan keberatan dan hasil keputusan keberatan harus dicatat di
buku register.




: PELAKSANA MUTU BAKU
: RAI NPROSEDUR Aol Kasubid L ¢ .
~ URAIAN PROSEDUR AL i 0 -
5 § Pendapatan Keberatan,Bandmg dan Kfep?la il Kepala Bupati Kelengkapan | Waktu Output
v & - Pengkajian Pendapatan Bidang | Badan -
5 Daerah 2
£ 3 Daerah
1. Menerima surat permohonan Sitat Surat
keberatan dari Wajib Pajak dan spiscabien | & Wlnil permohonan
menyerahkan kepada Kasubid ( ) Eebératan keberatan
.‘ | 4 diserahkan
' 2. Menerima surat permohonan | Surat Surat
keberatan _ 'permohonan
permohonan | 2 Menit |
keberatan
keberatan -
diterima
3. Meneliti kelengkapan permohonan / — Surat
i keberatan dari Wajib Pajak. ‘ S 15 ‘permohonan
I P Menit  keberatan
. keberatan o
\ ‘ telah teliti
|
| 4. Menyampaikan laporan hasil ‘ Surat
‘ peneltan dengan dilampiri surat Surat permohonan
‘ permohonan keberatan | permohonan | 5 Menit |keberatan yang
1 | keberatan telah diteliti di
. - serahkan
' 5. Memberikan pertimbangan kepada Surat
bupati terhadap pengajuan 3 Surat 15 permohonan
i pemohonan keberatan dari wajib permohonan Menit keberatan yang
‘ pajak. & keberatan telah diteliti di
1 serahkan
' 6. Memberikan keputusan atas X Apabila
‘ " . [ Surat dalam
. keberatan yang diajukan oleh wajib Surat permohonan jangka
pajak dalam jangka waktu paling lama permohonan ;ilan keberatan \bvl?lli?tllzqi
clan
12 Bulan sejak tanggal surat keberatan telah ada lewat dan
keberatan diterima | keputusan bupati tidak




memberika

didisribusikan

3 n keputusan
maka
dianggap
dikabulkan

7. Membuat surat keputusan penolakan Surat
apabila tidak disetujui permohonan Surat h  Meni permohonan
keberatan dan bila disetujui membuat permononan enit keberatan

keberatan .
surat keputusan keberatan : telah dibuat

8. Memparafkedua surat tersebut untuk Surat
ditandatangani Bupati permohonan Surat

/ keberatan 1 Menit permohonan
\ keberatan
( telah diparaf

9. Memparafkedua surat tersebut untuk Surat Surat
ditandatangani Bupati permohonan 1 Menit permohonan

keberatan keberatan
telah diparaf

10. Menandatangani kedua  surat Surat Surat

keputusan tersebut atau pejabat \ permohonan 10 permohonan

yang ditunjuk keberatan Menit keberatan
telah
ditandatangani

11. Mencatat surat keputusan tersebut Surat Surat

dalam buku  register  Surat < permohonan |\, . permohonan
Keputusan Keberatan keberatan kebera'fan
telah dicatat

12. Mendistribusikan surat keputusan Surat Surat

h
tersebut kepada wajib pajak dan ( ) permohonan permohonan
tembusan kepada pihak yang terkait keberatan 2 jam I:elbiratan
ela
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' NOMOR SOP 38
ll_TGL. PEMBUATAN 04 September 2018
IFTGL. REVISI 2 November 2020
| TGL. EFEKTIF
PSAHKAN OLEH :q KEPALA BADAN,
{or. RAMADiN PIRADE,SE,MM
NIP. 19700814 200212 1 006
NAMA SOP PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI DAERAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

5 Pperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

| .
‘1. Mampu mengoperasikan Komputer
12. Memahami regulasi Permohonan Keberatan

|
|
|
|

|

[

Nomor 6 Tahun 2015 tentang |

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 '\

tentang Pajak Restoran.
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan

1

|




Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengajuan Keberatan Pajak Daerah

nswN e

Komputer/Laptop

Laporan Hasil Penelitian Kembali
Surat Keputusan Keberatan

Buku Register Permohonan Keberatan

. Buku Register Surat Keputusan Keberatan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan keberatan dan hasil keputusan keberatan harus dicatat di
buku register.




PELAKSANA MUTU BAKU KET
Analis | Kebe‘r::::bBl:nd‘ 5).'I(e ala i - o
Pendapatan | |, s e ga-,iBu;Lati Waktu |  Output
AL ~ dan Pengkajian | Bidang | Badan | b
- Pendapatan Daerah = .
1. Menerima  surat permohonan &xrat Surat
keberatan dari Wajib Retribusi dan .. permohonan
. M permohonan | 5 Menit
menyerahkan kepada Kasubid =7 . keberatan
diserahkan
2. Menerima  surat permohonan Surat Surat
keberatan . |permohonan
permohonan 2 Menit
keberatan jreberatan
|diterima
3. Meneliti kelengkapan permohonan / Ssat Surat
lkkeberatan dari Wajib retribusi. T 15 permohonan
E:br:ratan Menit | keberatan
telah teliti
4. Menyampaikan laporan hasii‘ Y ‘ Surat
l penelitian dengan dilampiri surat | i Surat permohonan
permohonan  keberatan  kepada permohonan | 5 Menit kebera‘Fan.y-an_g
A keberatan telah diteliti di
IsepalaBatan serahkan
5. Memberikan pertimbangan kepada Surat
b,
bupati terhadap pengajuan Surat 15 permohonan
. i honan . keberatan yang
ermohonan keberatan dari wajib | permo M
P F. 4 I ‘ keberatan enit telah diteliti di
retribusi. serahkan
6. Memberikan keputusan atas ! S gplﬁbila
- .. urat alam
keberatan yang diajukan oleh wajlb /> Surat petmohonan | Jreks
retribusi dalam jangka waktu paling permohonan 12 laharabR B’alkt“tﬁl 1
) | ulan telah
lama 6 Bulan sejak tanggal surat ‘ keberatan Bulan telah ada lewat dan
keberatan diterima ‘kEPUtU san bupati tidak
| memberika




n keputusan
maka

dianggap
dikabulkan
7. Membuat surat keputusan penolakan Surat
apabila tidak disetujui permohonan Sur:ohonan 5 Menit permohonan
keberatan dan bila disetujui membuat E:l;eratan € keberatan
surat keputusan keberatan telah dibuat
8. Memparaf kedua surat tersebut untuk Surat
ditandatangani Bupati permohonan Surat
keberatan 1 Menit permohonan
keberatan
telah diparaf
9. Memparaf kedua surat tersebut untuk /"\ Surat Surat
ditandatangani Bupati permohonan 1 Menit permohonan
\/ keberatan keberatan
telah diparaf
10. Menandatangani  kedua surat / Surat Surat
keputusan tersebut atau pejabat \> permohonan | permohonan
yang ditunjuk keberatan Menit I::::iratan
ditandatangani
11. Mencatat surat keputusan tersebut Surat Surat
dalam  buku register  Surat . permohonan 2 Menit permohonan
Keputusan Keberatan keberatan :elbir:?ant :
elah dicata
12. Mendistribusikan surat keputusan Surat Surat
tersebut kepada wajib retribusi dan (:'—_) permohonan permohonan
tembusan kepada pihak yang terkait keberatan 2 jam !:elbt:]ratan
ela

didisribusikan
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Nemor SOP

39

Tgl Pembuatan

04 September 2018

Tgl Revisi

2 November 2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Eiii::foleh
KABUPATEN LUWU TIMUR

BIDANG PENAGIHAN PAD, DANA TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH
SUB BIDANG DANA TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

(,KEPALA BPKD

Dr. RAMA;HAN PIRADE, SE. MM

Nip :19700814 200212 1006

Nama SOP PELAPORAI\\‘DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
| TEMBAKAU
' Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana
‘ 1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 1. Memahami penyusunan
Daerzh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103); Peraturan Perundang-
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan undangan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 2 Memahami Format dan
3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Pemerintahan Daerah

Indonesia Nomor 5179);

Pelaporan Pajak Rokok

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOPPelaporan Dana Bagi Hasil Provinsi (Pajak Rokok)

1.Komputer
2.Printer
3.Format Laporan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
- 1. Pelaporan yang tepat waktu untuk menjamin tidak terjadinya penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rekapitulasi Kegiatan dan
| (DBHCHT) Pelaporan Dana bagi Hasil Cukai

'} Hasil Tembakau (DBH CHT)




Laporan DBH CHT
dari SKPD terkait

PELAKSANA MUTU BAKU KET
Analis Laporan SKPD Terkait
Uraian Prosedur keuangan Kasubid. Kabid. Kaban (Dinas Kelengkapan Waktu Output
Transfer Kesehatan)
Daerah

1. | Menerima Laporan dari Biro | 1Hari Format
Permintaan Ekonomi Prov. Laporan
Laporan dari Biro Sul-Sel
Ekonomi Prov. [—_—]
Sul-Sel
per.Triwulan

2. | Menerima dan Rekapitulasi 1 Hari Rekap Dana
Membuat v penerimaan Dana Bagi Hasil CHT
Laporan Dana Bagi Hasil CHT dan Nota
Bagi Hasil CHT dari DJPK Kredit

3. | Meminta data Format 5 Hari Penganggaran
Laporan yang Penganggaran Kegiatan Dana
akan di Laporkan Kegiatan Dana bagi Hasil CHT
ke Biro Ekonomi > Bagi Hasil CHT
Prov. Sul-Sel

Merekap
4. | Merekap. Laporan DBH CHT | 1 Hari Rekap Keg.
dari SKPD Terkait DBH CHT




Melaporkan hasil a Laporan Realisasi | 1 Hari Laporan

rekapitulasi - Kegiatan DBH Realisasi

sebagai > CHT Kegiatan DBH

pengontrol CHT

penerimaan dan

penganggaran

Kegiatan DBH

CHT

Mengoreksi \ Laporan kegiatan | 15Menit | Terkoreksinya

Laporan Hasil / DBH CHT Laporan DBH

Koreksi Laporan CHT

DBH CHT \

Mendatangani 4 Laporan kegiatan | 15Menit | Laporan

Laporan DBH CHT / DBH CHT kegiatan DBH
CHT

Pelaporan ke Biro | 2 Hari

Mendistribusikan
Laporan DBH CHT
ke Biro Ekonomi
Prov. Sul-Sel

Ekonomi Prov.
Sul-Sel

Terlaksananya
pelaporan
Kegiatan DBH
CHT
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Nomor SOP 40

Tgl Pembuatan 04 September 2018

Tgl Revisi 2 November 2020

Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Disahkan oleh {KEPALA BADAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

BIDANG PENAGIHAN PAD, DANA TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN : ;il S
' DAERAH °[Dr. RAMADHMAN PIRADE, SE. MM
SUB BIDANG DANA TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH Nip 1970b314 200212 1 006
| Nama SOP PELAPORAN PAJAK ROKOK

?asar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan DaerahKabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah KabupatenLuwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

2. Peraturan Bupati luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri oleh WajibPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

1. Memahami penyusunan
Peraturan Perundang-
undangan

2. Memahami Format dan
Pelaporan Pajak Rokok

f_K_eterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Pelaporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

1. Komputer
2. Printer
3. Format Laporan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Pelaporan yangsesuai dengan Peraturan Gubernur untuk peruntukan dan pemanfaatan kegiatan yang bersumber dari pajak
Rokok

Rekapitulasi Kegiatan dan
Monitoring evaluasi pelaksanaan
' kegiatan yang bersumber dari

| pajak rokok




PELAKSANA MUTU BAKU KET
Analis laporan SKPD Terkait
Uraian Prosedur keuangan ' . (Sat!)ol PP Waktu Output
Kasubid. Kabid. Kaban Dinas Kelengkapan
Transfer
Daerah Kesehatan
Baperlitbangda)

1. | Menerima Laporan dari | 1Hari Format
Permintaan Bapenda Laporan
Laporan dari l l Prov. Sul-Sel
Bapenda Prowv.

Sul-Sel

2. | Membuat Rekap 1Hari Laporan Pajak
Laporan yang y Penerimaan Rokok
Bersumber dari Pajak Rokok
Pajak Rokok

3. | Meminta data Format 5 Hari Penganggaran
Laporan yang Penganggara Kegiatan yang
akan di Laporkan n Kegiatan bersumber
ke Bapenda Prov. > yang dari pajak
Sul-Sel bersumber Rokok

dari pajak
Rokok

4. | Merekap. Merekap
Laporan yang < Laporan 1 Hari Rekap
bersumber dari Paj:ka Rokok Laporan Pajak

. . dari SKPD Rokok
Pajak Rokok dari Terkait

SKPD terkait




)

Melaporkan hasil

rekapitulasi Laporan 60 Menit Laporan
sebagai > Realisasi Realisasi
Kegiatan Kegiatan yang
Pengontrol yang bersumber
penerimaan dan bersumber dari Pajak
penganggaran dari Pajak Rokok
Kegiatan Rokok
Mengoreksi y Laporan 15 Menit Terkoreksinya
Laporan Hasil /\ kegiatan Laporan Pajak
Koreksi Laporan yang Rokok
. \ / bersumber
pajak Rokok v dari pajak
rokok
Mendatangani Y Laporan 15 Menit Laporan
Laporan Pajak / kegiatan kegiatan yang
Rokok yang bersumber
\ bersumber dari pajak
dari pajak rokok
rokok
Pelaporan ke | 4 Hari Terlaksananya
Mendistribusikan Bapenda pelaporan
Laporan Provinsi kegiatan yang
. < bersumber
pertriwulan dari pajak

rokok
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KABUPATEN LUWU TIMUR
BIDANG PENAGIHAN PAD, DANATRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN

Nemor SOP 41
Tgl Pembuatan 04 September 2018
Tgl Revisi 2 November 2020
Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Disahkan oleh EPALA BADAN

_-—-—"

—

@Dr. RAMADHAN PIRADE, SE. MM

DAERAH Nip : 197008{4 200212 1 006
SUB BIDANG DANA TRANSFERDAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH Nama SOP PELAPORAN d‘)NA DAK NON FISIK
' Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 1. Memahami penyusunan
Daerah Kabupaten Luvwwu Timur Tahun2016Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103); Peraturan Perundang-

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten luwu Timur.

‘ 3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Pemerintahan Daerah

' 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5179);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan undangan

2. Memahami Format dan
Pelaporan Dana DAK Non Fisik

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

%1. SOP Pelaporan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

1. Komputer
| 2. Printer
3. Format Laporan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Pelaporan tepat waktu untuk mempercepat proses transfer dana dari Kementerian Keuangan ke Kabupaten Luwu Timur




.

rekap SP2D

PELAKSANA MUTU BAKU KET
Analis
Uraian Prosedur Laporan . . SKPD Kementerian Waktu Output
keuangan Kasubid. Kabid. Kaban . Kelengkapan
Terkait Keuangan
Transfer
Daerah
Merekap Dana Rekap Dana 1Hari Rekap Dana
DAK Non Fisik Transfer dan Transfer dan
(BOK,BOKB,Admin ‘ l Nota Kredit Nota Kredit
duk, Tamsil dan
TPG)
Membuat Format 1Hari Laporan terketik
Laporan ! Laporan dalam format
Penggunaan DAK Penggunaan Laporan
Non Fisik serta Dana DAk Penggunaan Dana
Rekap SP2D Non Fisik DAk Non Fisik
Meminta Laporan Format 1 Hari Laporan dari
dari SKPD Terkait > Laporan dari SKPD Terkait
SKPD Terkait
Merekap Laporan Format 1 Hari Laporan DAK Non
DAK Non Fisik «— Laporan dari Fisik
DJPK
Melaporkan Format 1 Hari Laporan dari
Laporan DAK Non Laporan dari SKPD Terkait
Fisik > SKPD Terkait
A
Men goreksi i Laporan 15 Menit Laporan hasil
Laporan / Penggunaan koreksi
Dana DAk
Non Fisik dan




Menandatanganif Laporan 15 Menit Laporan
Paraf Laporan Penggunaan Penggunaan Dana
> Dana DAk DAk Non Fisik dan
Non Fisik dan rekap SP2D yang
rekap SP2D telah di
Tandatangani
Mengirim Laporan 4 Hari Terkirimnya
Laporan ke DIPK Penggunaan Laporan
Dana DAk
Non Fisik dan
rekap SP2D
Menerima Laporan 14 Hari Transfer Dana ke
Laporan dan R Penggunaan RKUD
Proses Penyaluran - Dana DAk
Non Fisik dan
Dana Dak Non rekap SP2D
Fisik dari DJPK
Penginformasi | 14 Hari Realisasi Dana

Monitoring
Penyaluran Dana
DAK Non Fisik
(BOK dan BOKB)
Triwulan
Selanjutnya

an Transfer
Dana Non
Fisik melalui
RKUD

DAK Non Fisik
triwulan
berikutnya
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Nomor SOP 42

Tgl Pembuatan | 04 September 2018
Tgl Revisi 2 November 2020
Tgl Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Disahkan oleh KEPALA BADAN

s

KABUPATEN LUWU TIMUR
BIDANG PENAGIHAN PAD, DANA TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
SUBBIDANG DANA TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

4gDr. RAMADHAN PIRADE, SE. MM

Nip :19700814 200212 1 006

Nama SOP Pelaporan Daha Transfer dan Lain-Lain
Pendapatan Derah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

1.
2.

Menguasai alur persuratan
Mampu mengklasifikasikan
surat menurut jenisnya

. Mampu mengoperasikan
komputer

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

E &

1. Computer

SOP Pengarsipan Laporan Realisasi Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah 2. BoxFile
3. Map
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Pencatatandan Pelaporan Realisasi Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang cepat dan tepat sebagai bahan
laporan bila sewaktu-waktu dibutuhkan.




Pelaksana Mutu Baku Ket
Analis
Uraian Prosedur Laporan Kasubid. Kabid. Kelengkapan Waktu Output
keuangan Kaban
Transfer
Daerah
Menerima Nota Kredit Dana Transfer Box file, Map 15 menit Nota Kredit Dana
dan Lain - Lain Pendapatan Daerah | | Transfer dan Lain
- Lain
Pendapatan
Daerah
Mengklasifikasikan Nota  Kredit v Seluruh Nota Kredit 15 Menit Nota Kredit Dana
berdasarkan sumbemya Dana Transfer dan Lain Transfer dan Lain
- Lain Pendapatan - Lain
Pendapatan
Daerah
Mengimput Laporan pada Format Nota Kredit Dana 30 menit Laporan Dana
Laporan Transfer dan Lain - Transfer dan Lain
Y Lain Pendapatan pada - Lain
Format Laporan Pendapatan
Daerah
Membuat Laporan dan melaporkan Laporan Realisasidan | 15 menit Tersajinya
laporan Rekap Dana Transfer Laporan Realisasi
> dan Lain-Lain dan Rekap Dana
4 Pendapatan Daerah Transfer dan
Lain-Lain
Pendapatan
Daerah
Mengoreksi Laporan v Laporan Realisasi dan | 15 menit Koreksi Laporan
/ Rekap Dana Transfer Realisasi dan
dan Lain-Lain Rekap Dana
Pendapatan Daerah Transfer dan
Lain-Lain
Pendapatan

Daerah




"l

Menandatangani Laporan Dana Laporan Realisasi dan | 15 menit Tersajinya
transfer dan Lain - Lain Pendapatan Rekap Dana Transfer Laporan Realisasi
Daerah dan Lain-Lain dan Rekap Dana
Pendapatan Daerah Transfer dan
Lain-Lain
Pendapatan
Daerah
Mengarsipkan Laporan dan Nota Nota Kredit dan laporan | 15 menit Mengarsipkan
Kredit Dana Transfer dan Lain — Lain Dana Transfer dan Lain Nota Kredit dan

Pendapatan Daerah

- Lain Pendapatan
Daerah yang telah
ditandatangani

Laporan Dana
Transfer dan Lain
- Lain
Pendapatan
Daerah
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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KAB U PATEN LUWU TIMUR

BIDANG PENDATAAN DANPENETAPAN PAD
SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
PEN DAPATAN ASLIDAERAH

NONIOR SOP 43

TGL. PEMBUATAN 04 September 2018
TGL. REVISI 02 November 2020
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

: {KEPALA BPKD

ey
gDr. RAMADHAN PIRADE, SE. MM

NIP. 19700814 200212 1 006

NAMA SOP

PENDATAAN

AN PENDAFTARAN PAJAK DAERAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu Timur;

. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2011tentang Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5179);

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak
Hotel;

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak
Restoran;

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak
Reklame;

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu TimurNoemor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air
Tanah;

1. Memahami Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
2. Mengetahui tata cara pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah




) . - L]

11.

12,

13.

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak
Hiburan;

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan
Standar O perasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 103);

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penetapan PajakDaerah 1. Buku Induk Pendataan Wajib Pajak Daerah
2. SOP Pelaporan Pajak Daerah 2. Formulir Pendaftaran Waijib Pajak
3. SOP Penagihan PajakDaerah 3. Lembar tanda terima Formulir Pendaftaran
4. Lembar Pengukuhan Waijib Pajak Daerah
5. Kartu NPWPD
6. Buku Register Pendaftaran Wajib Pajak
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Wajib Pajak tidak koaperatif dalam memberikan data dan informasi dan 1. Pencatatan Nomor Register Wajib Pajak Daerah
harus dilakukan pemzhaman yang baik kepada Waijib Pajak Daerah 2. Pencatatan Nomor NPWPD




PELAKSANA MUTU BAKU
Analis Kepala
URAIAN PROSEDUR ¢ KET
WE!jib Pendapat Sub K.epala Kepala KELENGKAPAN WAKT OUTPUT
Pajak an Bidan Bidang Badan u
Daerah 8
Formulir 5 Formulir

. Menyiapkan formulir pendaftaran dan pendaftaran menit | pendaftaran dan
pendataan wajib pajak daerh — ) dan pendataan pendataan telah

disiapkan

. Menyerahkan formulir pendaftaran dan Formulir 5 Formulir
pendataan kepada wajib pajak setelah r_ pendaftaran menit | pendaftaran
dicatat dalarm daftar formufir pendaftaran lil telah diserahkan
dan pendataan dan dibuatkan tanda
terimanya

. Menerima kembali formulir pendaftaran Formulir 5 Formulir
dan pendataan yang sudah diisi oleh |—"‘_—| pendaftaran menit | pendaftaran dan
wajib pajak beserta kelengkapan berkas dan pendataan pendataan telah
dan dibuatkan tanda terima diterima

. Menyerahkan tanda terima kepada waijib Tanda terima 5 Tanda terima

. menit | telah diserahkan
pajak —

. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan Kelengkapan 15 Kelengkapan
formulir pendaftaran dan pendataan Formulir menit | telah diperiksa
wajib pajak, jika lengkap diteruskan / zendaftzratn

an pendataan
kepada staf untuk dicatat, jika tidak \ P
dikembalikan ke staf untuk diteruskan ke
wajib pajak

. Mencatat tanggal peneiimaan dalam < Buku Register 5 Tanggal
buku register pendaftaran danpendataan Pendaftaran menit | penerimaan telah
dan memberikan tanda dan Pendataan dicatat




7. Mencatat wajib pajak ke dalam buku

Wajib pajak telah

induk  waijib pajak daerah untuk Buku Induk WP | 10 dicatat ke dalam
dibuatkan NPWPD menit | buku induk wajib
pajak
8. Mengarsipkan formulir pendataan dan Formulir 5 Formulir
pendaftaran yang telah diisi oleh wajib 4 pendaftaran menit | pendaftaran dan
pajak dan dianggap benar dan pendataan pendataan telah
disiapkan
9. Menyiapkan lembar pengukuhan wajib v Lembar 5 Lembar
pajak daerah dan kartu Nomor Pokok E] pengukuhan menit | pengukuhan WP
iib Paiak h WP dan NPWPD dan NPWPD telah
Wajib Pajak Daera disiapkan
10. Mengisi dan mencetak lembar Lembar 30 Lembar
pengukuhan wajib pajak daerah pengukuhan menit | pengukuhan WP
E‘—-l WP telah diisi dan
S dicetak
11. Menetapkan waijib pajak menjadi wajib Lembar 10 Lembar
pajak daerah 4 pengukuhan menit | pengukuhan WP
1l— | WP telah ditetapkan
12. Mencetak kartu Nomor Pokok Wajib :I NPWPD 15 NPWPD telah
Pajak Daerah menit | dicetak
13. Menerima Lembar Pengukuhan dan Lembar 15 Lembar
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah kepada @' Pengukuhan menit | Pengukuhan dan
Wajib Pajak Daerah dan N_PWPD telah
NPWPD diserahkan
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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LUWUTIMUR
BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAD

SUB. BIDANG PENETAPAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

NOMOR SOP : 44

TGL. PEMBUATAN : 04 September 2018
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH 1P KEPALA BPKD

e

B
Dr. RAMADVIAN PIRADE, SE,MM
NIP. 19700314\200212 1006

NAMA SOP : PENETAPAN I&AJAK DAERAH DENGAN CARA PENETAPAN
PEMERINTAH (OFFICIAL ASSESSMENT)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 103);

. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi,
kedudukan, tugas dan funsi serta tata kerja BPKD Kab. Luwu Timur;

. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerahatau Dibayar Sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame;

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air
Tanah;

1. Memahami Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
2. Mengetahui tata cara Penetapan Pajak Daerah.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN




1. SOP Pendaftaran dan Penetapan Pajak 1. Komputer/Laptop
2. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan dokumen register pajak daerah

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Wajib pajak harus beranijujur dalam laporkan dan membayar pajak Pencatatan register Penetapan Pajak Daerah




PELAKSANA MUTU BAKU KET
Analis
Kebijakan Kepala Kepala
URAIAN PROSEDUR Pajak dan Sub. P Kelengkapan Waktu Output
o . . Bidang
Retribusi Bidang
Daerah
Data pajak wajib | 10 it j ji
Menyiapkan data sebagai dasar ( ) paaj:kpaja walt rment D:.t:thZJIZ:V;?SJi': kan
perhitungan pajak daerah pal P
Membuat nota perhitungan pajak ! Nota perhitungan | 15 menit Nota perhitungan
daerah telah dibuat
F
Menerbitkan/menandatangani SKPD 5 Menit SKPD telah
SKPD diterbitkan/
Ditandatangani
Mencatat kedalam register/daftar Register SKPD, 10 Menit SKPD telah
SKPD P Daftar SKPD diaregistrasi
Memberikan lembar 1 SKPD Lembar 1 SKPD 5 Menit Lembar 1 SKPD telah
kepada wajib pajak diberikan
Mengarsipkan SKPD, slip setoran ‘ SKPD, Slip 5 Menit SKPD, Slip Setoran
Setoran dan SSPD dan SSPD telah

dan SSPD

diarsipkan
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BADAN PENG ELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

BIDANG PENDATAAN DANPENETAPAN PAD
SUB. BIDANG PENETAPAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

NOMOR SOP : 45

TGL. PEMBUATAN . 04 September 2018

TGL. REVISI : 02 November 2020

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH :Q'KEPALA BPKD
- —

7 ek

ﬂ-or. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM
NIP. 19700814\ 200212 1 006

NAMA SOP . PENETAPAN PAJAK DAERAH DENGAN DIHITUNG SENDIRI OLEH
WAIJIB PAJAK ( self Assesment)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu TimurNomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerh (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 103);

. Peraturan Bupati Luwu Timmur Nomor 51 Tzhun 2016 tentang susunan organisasi,
kedudukan tugas dan fungsi, serta tata kerja BPKD Kab. Luwu Timur;

. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lin gkungan Pemerintah Daerah;

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kep ala Daerah atauDibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republikk Indonesia Nomor5179);

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu TimurNomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak
Hotel;

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu TimurNomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak
MBLB;

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu TimurNomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak
Restoran;

1. Memahami Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
2. Mengetahui tata cara Penetapan Pajak Daerah.




9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nemor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nemor 15 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penagihan Pajak Daerah 2. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT,
3. SOP Keberatan dan Banding 3. Dokumen Register penetapan Pajak Daerah
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Waijib pajak menghitung dan membayarkan sendiri pajaknya. 1. Pencatatan register Penetapan Pajak Daerah

2. Waijib pajak harus berani jujur dalam melaporkan pajaknya.




PELAKSANA MUTU BAKU KET
Analis
URAIAN PROSEDUR o Kebijakan Kepala
z:g: Pajak dan Sub. :?::':a Kelengkapan Waktu Output
) Retribusi Bidang g
daerah
Menyiapkan lembar SPTPD ( ) Formulir 5 Menit Lembar SPTPD
dalam rangkap tiga dan SPTPD disipakan
menyerahkan ke pada Waijib
Pajak
Formulir 2 Menit Lembar SPTPD
Mengisi lembar SPTPD SPTPD telah diserahkan
Menerima lembar SPTPD yang Formulir 1 Menlt Lembaf: SPTPD
telah diisi dan dibayarkan oleh > SPTPD dan $?I|p tele.z.h d't?”ma dari
. . setoran dari wajib pajak
wajib pajak. bank
. Memeriksa kebenaran formulir Lembar SPTPD | 15 Menit - Lembar SPTPD
SPTPD yang telah diisi dan yang telah diisi telah diperiksa.
dibayar oleh wajib pajak dan X dan slip ) i SKPDKB/S.KPDBT
buat SKPDKB/SKPDBT /\ setoran bukti telah terbit
membuat \/ pembayaran
apabila pembayaran pajak tidak pajak dari
r 3
sesuai, dan menyerahkan bank
kepada Kepala Bidang untuk
ditandatangani.
/" Lembar 2 Menit SPTPD/SKPDKB/SKP
5. Menandatangani/menerbitkan SPTPD/SKPDK DBT telah
lembaran B/SKPDBT ditandatangani
SPTPD/SKPDKB/SKPDBT.




6. Meregister tanggal Komputer/Lap | 3 Menit SPTPD telah
penerimaan, besaran top diregister
penetapan pajak dan ’
menyerahkan kepada wajib
pajak lembar 2 SPTPD

7. Menerima Lembar 5 Menit Pajak telah dibayar
SPTPD/SKPDKB/SKPDBT untuk [k SB::()EI; SB'frPDK di bank
dilakukan pembayaran ke
Bank.

8. Menerbitkan SKPDN dan Lembar 5 menit SKPDN telah terbit
menyerahkan kepada wajib >: SKPDN
pajak

9. Mengarsipkan dan Lembar 5 Menit Lembar
menyerahkan ] SPTPD/SKPDK SPTPD/SKPDKB/SKP
SPTPD/SKPDKB/SKPDBT dan SBé i'é':\iDBT dan ?e?:h‘za;;‘rii':i'::
SKPDN

Lembar 3 Menit Lembar

10. Menerima SPTPD/SKPDK SPTPD/SKPDKB/SKP

SPTPD/SKPDKB/SKPDBT dan B/SKPDBT dan DBT dan SKPDN

SKPDN

SKPDN

telah diterima wajib
pajak
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Nomor SOP 46

TN

‘ ﬂn:‘ Tgl Pembuatan 04 September 2018
; j«;ﬁy Tgl Revisi 02 November 2020
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tgl Efektif
‘ Disahkan oleh KEPALA BADAN
| IKKABUPATEN LUWU TIMUR ¢ o
‘ BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPANMN PAD \ ks

SUB BIDANG MIONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PAD Dr. RAMADHAN PIRADE, SE. MM

I Nip 1970&)814 200212 1 006

Nama SOP PENYUSUNAI‘{.:PORAN PENERIMAAN PAD DAN
PENDAPATAN LAIN LAIN
| Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
; 1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 1. Memahami penyusunan
(Lembaran Daerah Kabupaten luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Peraturan Perundang-
Nomor 103); undangan

N

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi, serta tata 2. Memahami Format dan

kerja BPKD Kab. Luwu Timur; Penyusuna Laporan
Penerimaan PAD dan

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan ) )
Pendapatan Lain - Lain

Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
1. SOP Rekonsiliasi Penerimaan PAD 1. Komputer
E 2. Printer
3. Format Laporan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Pembuatan Laporan yang rutin mengurangi tingkat kesalahan dalam pembuatan laporan dan memudahkan memperoleh data
penerimaan PAD dan Pendapatan lain lain




PAD

PELAKSANA MUTU BAKU KET
Anaiis
Moniteringd .SUb'
. Bidang Kepala
an Evaluasi Monitorin Bidan
Uraian Prosedur Kebijakan ) & Sekretaris Kepala
. g, Evaluasi | Pendataan Kelengkapan
pajak Badan Badan Waktu Output
dan dan
daerah dan
. | Pelaporan | Penetapan
Retribusi
PAD
daerah
Menerima E:] Register STS | 1 Hari Register STS | STS PAD dan
Register STS PAD PAD dan PAD dan Pendapatan Lain -
dan Pendapatan Pendapatan Pendapatan | lain dari
Lain - Lain Lain - Lain Lain — Lain Bendahara
Penerima PAD
Membuat Format 5 Hari Laporan Register PAD dan
Laporan PAD dan Register STS terketik Pendapatan Lain
Pendapatan Lain - PAD dan dalam Lain di ketik
Lain 4 Pendapatan format berdsarkan
Lain Lain klasifikasinya
Mengoreksi dan Laporan hasil | 1 Hari Laporan Kepala Bidang
memaraf La poran /\ ketlkan haS|| korekSi Pendataan dan
\ / Penetapan
mengoreksi dan
memaraf laporan
Memaraf Laporan Laporan hasil | 30 Menit | Laporan Laporan yang
3 koreksi dari telah di paraf oleh
/\\ Kepala Sekretaris
Bidang.
\/ Pendataan
v dan
| 3 | Penetapan




Menandatangani Laporan yang | 30 Menit | Laporan
Laporan telah di paraf yang
oleh ditandatang
Sekretaris ani oleh
Badan Kepala
Badan
Menggandakan Laporan yang | 30 Menit | Dokumen
dan ditandatanga laporan
Mengarsipkan < ni oleh
Kepala
serta Badan

mendistribusikan
Laporan
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Nomor SOP 47

| Tgl Pembuatan 04 September 2018
il Tgl Revisi 02 November 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tl Efektif
KABUPATEN LUWU TIMUR Disahkan oleh KEPALA BADAN

\¢

BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAD %‘%
SUB BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PAD . RAKTADAN PIRADE, 5. MK}

QD

Nip

- 19700814 200212 1 006

Nama SOP REKONSILIASI k’ENERIMAAN PAD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu TimurNomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 103);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi, serta tata
kerja BPKD Kab. Luwu Timur;

3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

~

1. Memahami penyusunan
Peraturan Peundang-
undangan

. Mampu Mengetahui Target
PAD

3. Mampu mengoperasikan

komputer

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Pengarsipan/Pencatatan Penerimaan STS PAD dan Pendapatan Lain - Lain

1. Computer
2. Box File
3. Map

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Rekonsiliasi yang tidak berjalan dengan baik mengakibatkan kesalahan pencatatan dan adanya penyimpangan penggunaan
Penerimaan PAD




Acara Rekonsiliasi

Benda Berharga

Rekonsiliasi

PELAKSANA MUTU BAKU KET
Bendahara Analis o
. . Kasubid.
Penerima | Monitoring . Kepala
SKPD dan Evaluasi Monitorin Bidang
Uraian Prosedur Evaluasi
Pengelola Kebijakan & ;/:nuaSI Pendataan | Kelengkapan Waktu Output
Retribusi/ | pajak daerah dan
. ... | Pelaporan
Pajak dan Retribusi PAD Penetapan
Daerah dserah
1. | Membuat SPJ Fungsional, 10 Menit Laporan
Laporan gegi;‘te; SLS' Penerimaan
Penerimaan PAD | | enca Berharga PAD
2. | Melakukan SPJ Fungsional, 30 Menit | Laporan SPJ Fungsional,
Rekonsiliasi geg';te' SThS' Penerimaan | Register STS
Penerimaan PAD enda Berharga PAD dan Benda
Berharga
disesuaikan
dengan
pencatatan
peneriman
PAD pada
pengelola
retribusi pada
BPKD
3. | Membuat Berita ! SPJ Fungsional, 10 Menit | Berita Acara | Berita Acara
Register STS,

Dibuat sesuai
data
penerimaan
PAD

4. | Menandatangani
Berita Acara
Rekonsiliasi

Penerimaan PAD

Berita Acara
Rekonsiliasi

10 Menit

Berita Acara
Rekonsiliasi

Berita Acara
Rekonsiliasi di
Tandatangani




. -

Menandatangani

Berita Acara

10 Menit

Berita Acara

Berita Acara

Berita Acara Rekonsiliasi Rekonsiliasi | Rekonsiliasi di
Rekonsiliasi Tandatangani
Penerimaan PAD

Menggandakan Berita Acara | 10 Menit Dokumen

dan mengarsipkan
Berita Acara
Rekonsiliasi

A

Rekonsiliasi
di
Tandatangan
i
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Nomor SOP

48

Tgl
Pembuatan

04 September 2018

Tgl Revisi

02 November 2020

Tgl Efektif

Disahkan oleh

BADANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BIDANG ASET
SUBBIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

e/KEPALA BPKD

&Dr. RAMADHANPIRADE, SE, M.M

NIP. 19700814 200212 1 006

Nama SOP

REKONSILIASI BARANG MILIK
DAERAH

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

2. Undang - UndangNo. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentuakn dan susunan
perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan
Fungsi serta TataKerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur,;

7. Peraturan BupatiLuwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1. Memiliki kemampuan
mengoperasikan Aplikasi AMS

2. Menguasai alur dokumen
pencatatan aset tetap

3. Mampu mengklasifikasikan dokumen
pencatatan aset menurut jenis
akunnya

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. S OP Bidang Akuntansi
2 S OP Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah
3 S OP Bidang Penghapusan Barang Milik Daerah

1. Aplikasi AMS
2. Dokumen pencairan

3. Laporan Semesteran Inventarisasi
Barang Milik Daerah dari SKPD




Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Ketidakakuratan pencatatan berakibat aset tidak jelas keberadaannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi
daerah.

Pencatatan dan pendataan dilakukan
menggunakan aplikasi AMS




Ket

Pelaksana Mutu Baku
Pengadmin
istrasi Kelengkapan Waktu Output
. Pengurus | Penatausa Kasubid
Uraian Prosedur Barang haan Penatausahaa Kabid Aset
SKPD Barang n BMD
Milik
Daerah
Memberikan pefintah Surat Tugas 5 menit | Laporan KIB
melakukan diterima
pemeriksaan barang ( )
realisasi belanja
modal/hibahimutasi
Memeriksa/rekon Laporan KIB yang | 20 Dokumen telah
realisasi belanja diterima menit diperiksa
modal dengan i
Laporan KIB dari
SKPD .
Memeriksa, dan KIB SKPD dan 20 Laporan KIB yang

mencocokkan data
dokumen pencairan
dgn KIB (Laporan
hasil inputan/eksport
data AMS) SKPD,
Jika tidak cocok
mengembalikan
kepada Pengurus
Barang SKPD untuk
mengkoordinaskan
ke PPK SKPD

Data Realisasi
Belanja Modal

menit

telah sesuai dengan
Realisasi Belanja
Modal (KIB yang
telah fix)

Membuatkan
Acara Rekon

Berita

KIB yang telah fix

20
menit

Berita Acara Rekon




Menyerahkan Berita Berita Acara 10 Berita Acara Rekon
Acara Rekon Aset Rekon menit diparaf oleh
selanjutnya Kasubbid Kasubbid
Penatausahaan BMD > Penatausahaan
memerintahkan staf Ll—:| BMD

pengelola asettetap

SKPD melakukan

verifikasi barang pada

SKPD

Menyerahkan Berita Berita Acara 10 Berita Acara Rekon
Acara Rekon SKPD Rekon yang telah | menit telah ditandatangani

untuk ditandatangani > diparaf oleh oleh Kabid. Aset
Kasubbid
Penatausahaan
BMD
Me ndokumentasi kan Berita Acara Berita Acara Rekon
Berita Acara Rekon Rekon telah bukti dokumentasi
antara Bidang Aset ditandatangani

dengan SKPD

J

oleh Kabid. Aset
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Nomor SOP

49

Tgl Pembuatan

02 Januari 2018

Tgl Revisi

02 November 2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH L3

02 Januari 2018

KABUPATEN LUWU TIMUR
BIDANG ASET

[

Disahkan oleh rl(epala BPKD,

Jbr. RAMAD {AN PIRADE, SE, MM

NIP. 1970081\@ 200212 1 006
y

SUB. BIDANG PENGHAPUSAN Nama SOP

PENGHAPUSﬂ&[\I BARANG MILIK DAERAH

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah/Negara.
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkup
Pemerintah Daerah

1. Memahamiprosedur/cara pengalihan
status BMD;

2. Dapat mengoperasikan Komputer
3. Memahamitata naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Inventarisasi BMD

1. ATK
2. Lembar Disposisi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Setiap permohonan penghapusan BMD yang masuk harus diverifikasi terlebih dahulu dan
melakukan monitoring fisik.

Kartu Inventaris Barang (KIB) BMD yang
akan dilakukan Penghapusan




Pelaksana Mutu Baku Ket
Analis
Uraian Prosedur Kebijaka | Kasubid Kabid Kelengkapan Waktu Output
n Penghap Sekban Kaban
. Aset
Klasifikas usan
i Barang
Menerima usulan dari SKPD - Eota tPe.rsetuéuantE}/qu;":'l_) 5 menit Dokumen
- - Persetujuan Bupati
tentang penghapusan BMD dari _ Dokumen /Foto BMD usulan
daftar barang { /‘ - Berita Acara
pengelola/pengguna barang 7} - NPHD
- Risalah Lelang
-Pernyataan Kesediaan
menerima
Melakukan verifikasi data dan - Permohonan Pengelola/ SKPD | 1 Hari Dokumen
pengecekan dokumen BMD il i E%E’S;‘r‘l’é‘r"a/';:gfopgt' BPRD usulan
e  Berita Acara penghapusa
\ - NPHD n lengkap
- Risalah Lelang
- Pernyataan Kesediaan
menerima
Membuat draf penetapan tentang Keputusan Bupati / Keputusan | 30 menit Surat
penghapusan BMD dari daftar I:"_I Sekda Keputusan
barang pengelola/pengguna A—'
barang
Memverifikasi dan memaraf draf v Keputusan Bupati / Keputusan | 1 hari Keputusan
penetapan tentang penghapusan /\ Sekda Bupati/Kep
BMD dari daftar barang \( utusan
pengelola/pengguna barang 1 Sekda
Memverifikasi dan memaraf draf v Keputusan Bupati / Keputusan | 1 hari Keputusan
penetapan tentang penghapusan pd \ Sekda Bupati/Kep
BMD dari daftar barang ~_" utusan
pengelola/pengguna barang 1 Sekda
Memverifikasi dan memaraf draf /" Keputusan Bupati / Keputusan | 1 hari Keputusan
penetapan tentang penghapusan \> Sekda Bupati/Kep
BMD dari daftar barang utusan

pengelola/pengguna barang

Sekda




Memverifikasi dan memaraf draf Keputusan Bupati / Keputusan | 1 hari Keputusan
penetapan tentang penghapusan Sekda Bupati/Kep
BMD dari daftar barang utusan
pengelola/pengguna barang Sekda
Membawa draf penetapan Keputusan Bupati / Keputusan | 1 hari Keputusan
tentang penghapusan BMD dari Sekda Bupati/Kep
daftar barang utusan
pengelola/pengguna barang ke Sekda

bagian hukum untukdiproses
selanjutnya.
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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
BIDANG ASET

SUB. BIDANG PENGHAPUSAN

Nomor SOP

50

Tgl Pembuatan

02 Januari 2018

Tgl Revisi

02 November 2020

Tgl Efektif

02 Januari 2018

Disahkan oleh

P

Kepala BPKD,

\
ADr. RAIVIAD&;_ N PIRADE, SE, MM

NIP. 19700813‘\ 200212 1006

Nama SOP

HIBAH BARANG MILIK DAERAH

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah/Negara.
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami prosedur/cara
penghapusan BMD;

2. Dapat mengoperasikan Komputer
3. Memahamitata naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penatausahaan BMD
2. SOP Pemindahtanganan BMD

3. SOP Penghapusan BMD

1. ATK
2. Lembar Disposisi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Setiap permohonan penghapusan BMD yang masuk harus diverifikasi terlebih dahulu dan
melakukan monitoring fisik.

Kartu Inventaris Barang (KIB) BMD yang
- akan dilakukan Hibah




(o

Pelaksana Mutu Baku Ket
. Analis
Uraian Prosedur Kasubid Kebijakan Bagian Kelengkapan Waktu Output
Penghapu e . | Kabid Aset Kaban Setda Bupati P
<an Klasifikasi Hukum
Barang
Menerima usulan Hibah Data Barang | 1Hari Konsep
dan melakukan SKPD data
Klarifikasi kepada SKPD ( )
terkait dan pengecekan
fisik
Mengetik Laporan dan v Konsep Data | 15 menit Konsep
Pern;gohonar? J—| | data selesai
Persetujuan Hibah diketik
Memeriksa Laporan dan \ Konsep data | 25 menit Kelengkapa
permohonan I LI| selesai nadministra
persetujuan hibah diketik si barang
Meneliti kembali ¥ Kelengkapan | 30 menit Konsep
Laporan permohonan | | administrasi Keputusan
persetujuan dan di paraf barang Bupati
Menandatangani Konsep 30 menit Konsep
laporan dan Keputusan Keputusan
permohonan . 4 Bupati Bupati telah
) __I . .
persetujuan dan I:__r diketik
diteruskan untuk *
persetujuan bupati
melalui sekda
Menyejutujui Hibah Y Konsep 10 menit Konsep
/> Keputusan Keputusan
N Bupati diketik Bupati telah
diparaf
Membuat konsep Konsep 30 menit Konsep
naskah Hibah dan Berita | __Iv" Keputusan Keputusan
Acara Bupati telah Bupati telah
diparaf dan diparaf
l:aj diteliti

kembali




Meneliti konsep naskah 3 Konsep 1 hari Konsep
Hibah dan berita acara l\[/\ Keputusan Keputusan
*'r| II Bupati telah Bupati telah
diparaf diteliti
Penandatanganan Yy Konsep 1 hari Konsep
Naskah Perjanjian Hibah ( ) Keputusan Keputusan
dan Berita Acara Bupati telah Bupati telah
diteliti diteliti




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

2020
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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR
BIDANG ASET

SUB. BIDANG PENGHAPUSAN

Nomor SOP

51

Tgl Pembuatan

02 Januari 2018

Tgl Revisi

02 November 2020

Tgl Efektif

02 Januari 2018

Disahkan oleh

Kepala BPKD,

“HDr. RAMADHA;N PIRADE, SE, MM

NIP. 19700814 200212 1 006

Nama SOP

PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

Dasar Hukum

| Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah/Negara.
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahamiprosedur/cara
penghapusan BMD;

2. Dapat mengoperasikan Komputer
3. Memahami tata naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penatausahaan BMD

1. ATK
2. Lembar Disposisi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Setiap permohonan penghapusan BMD yang masuk harus diverifikasi terlebih dahulu dan
melakukan monitoring fisik.

Kartu Inventaris Barang (KIB) BMD yang
akan dilakukan Penghapusan




Pelaksana Mutu Baku Ket
Analis
. Kasubid . Tim .
Uraian Prosedur Penghapu Kebl.jakan. Kabid Aset | Penghapu Kaban Bagian Sekda Bupati Kelengka | Waktu | Output
san Klasifikasi san Hukum pan
Barang

Menerima usulan Data 1 Hari Konsep

Penghapusan dan Barang data

melakukan Klarifikasi ( ) OPD

kepada OPD terkait

dan pengecekan fisik

ke lapangan

Membuat Berita Acara v Konsep 15 Konsep

Pengecekan Fisik '_I | Data menit | data
selesai
diketik

Memeriksa Berita Konsep |25 Kelengk

Acara ,L_‘ data menit apanad

Pengecekan Fisik dan | | selesai ministr

memaraf diketik asi
barang

Meneliti kembali Kelengka | 30 Konsep

Berita Acara I:"—I panadmi | menit Keputu

Pengecekan Fisik dan nistrasi san

diparaf barang Bupati

Berita Acara Konsep |30 Konsep

Pgngecekan Fisik Keputusa | menit | Keputu

ditanda tagani oleh .

. Y n Bupati san
Tim [_| I Bupati
Penghapusan telah

diketik
Membuat Konsep Konsep |10 Konsep
Keptusan v Keputusa | menit | Keputu
Bupati / Keputusan n Bupati san
Sekda tentang diketik Bupati
Penghapusan BMD telah

diparaf




7. Mengetik Konsep » Konsep |30 Konsep
é(eptl{s/az . - Keputusa | menit | Keputu
suE:tl eputusan n Bupati san
Pe ‘; tentangBMD telah Bupati

enghapusan diparaf telah
dan diparaf
diteliti
kembali

8. Memeriksa Konsep Konsep 1 hari Konsep
Keptusan Keputusa Keputu
Bupati / Keputusan n Bupati san
Iiekd‘:]te"tangBMD I:_F telah Bupati

enghapusan diparaf telah
diteliti

9. KMeneliti kembali Konsep | 1 hari Konsep

onsep Keputusa Keputu
ieptt:san Bupati / n Bupati san
eputusan T 1l telah Bupati
Sekda tentang g I ”l diparaf telah
Penghapusan R
diteliti
BMD dan paraf untuk
diteruskan kepada
bag.hukum
10. allenindatasngkadni } Keputusa | 1 hari Keputu
eputusan Sekda
tentang Penghapusan /\ n Sekda san
X ditandat
angani
11. a/lenatndataé\ganti. ] Keputusa | 1 hari Keputu
eputusan Bupati .
tentang Penghapusan / n Bupati san .
BMD \ telah Bupati
ditandat
angani
12. KMengtarsipkan Keputusa Keputu
eputusan
Sekda/Bupati tentang < )4 n >an
penghapusan BMD Sekda/B Sekda/
upati Bupati




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH
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Nomor SOP 52

Tgl Pembuatan | 02 Januari 2018

Tgl Revisi 02 November 2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bt o R s
KABUPATEN LUWU TIMUR

BIDANG ASET ’%rme, SE, MM

NIP. 197008115‘_200212 1006

SUB' BIDANG PENGHAPUSAN Nama SOP ' TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH
|

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Memahamiprosedur/cara

1. Peraturan PemerintahNo.27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik penghapusan BMD;

Daerah/Negara. 2. Dapat mengoperasikan Komputer

2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Memahami tata naskah Dinas

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. ;

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
1. ATK

1. SOP PenatausahaanBMD 2. Lembar Disposisi

2. SOP Pemanfaatan BMD

3. SOP Pelelangan [ Penjualan BMD

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Setiap permohonan penghapusan BMD yang masuk harus diverifikasi terlebih dahulu dan melakukan monitoring fisik. Kartu Inventaris Barang (KIB) BMD yang
akan dilakukan Penyertaan Modal




Pelaksana

Mutu Baku Ket
Kasubid Analis
Uraian Prosedur i i
Penghapu Kebl.’?kan. Kabid Aset Kaban Bagian Sekda Bupati Kelengkap | Waktu Output
san Klasifikasi Hukum an
Barang
Menerima usulan Data 1 Hari Konsep
tukarmenukar dan Barang data
melakukan klarifikasi OPD
kepada SKPD terkait
dan pengecekan fisik
Membﬂat Laporan dan I_J' Konsep 15 menit | Konsep
permchonan
persetujuan tukar L:I Data S:It:sai
menukar
diketik
Memeriksa laporan Konsep 25 menit | Kelengka
dan permohonan v data pan
persetujuan tukar | IL selesai administ
menukar diketik rasi
barang
Meneliti kembali ! Kelengkap | 30 menit | Konsep
Berita Acara I m an Keputusa
Pengecekan Fisik dan administra n Bupati
diparaf si barang
Menandatangani Konsep 30 menit | Konsep
laporandan Keputusan Keputusa
permohonan —Y Bupati n Bupati
persetujuan dan n I telah
diteruskan untuk diketik
persetujuan bupati
melalui sekda
Menyetujui tukar \ 4 Konsep 10 menit | Konsep
menukar Keputusan Keputusa
Bupati n Bupati
diketik telah
diparaf




Membuat konsep Konsep 30 menit | Konsep
perjanjian tukar Keputusan Keputusa
menukar dan berita Bupati n Bupati
acara telah telah
diparaf diparaf
dan diteliti
kembali
Meneliti konsep Konsep 1 hari Konsep
perjanjian dan Berita Keputusan Keputusa
Acara I::l Bupati n Bupati
telah telah
diparaf diteliti
Mengajukan perjanjian Konsep 1 hari Konsep
dan Berita Acara Keputusan Keputusa
( }: Bupati n Bupati
telah telah
diteliti diteliti




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYERTAAN MODAL

2020
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B Nomor SOP 53
Tgl Pembuatan | 02 Januari 2018 l
Tgl Revisi 02 November 2020 “
Tgl Efektif . | 02 Februari 2018
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH on 3 | e 0. ¢
KABUPATEN LUWU TIMUR ' —
BIDANG ASET %Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
‘ NIP. 19700814 200212 1 006 J
SUB. BIDANG PENGHAPUSAN Nama SOP ' PENYERTAAN\MODAL J
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 7
1. Memahami prosedur/cara ‘
1. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik penghapusan BMD; |
Daerah/Negara. 2. Dapat mengoperasikan Komputer ‘
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Memahamitata naskah Dinas
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. |
Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
1. ATK
1. SOP Penatausahaan BMD 2. Lembar Disposisi ‘
2. SOP Pemanfaatan BMD
3. SOP Pelelangan / Penjualan BMD AJ
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Setiap permohonan penghapusan BMD yang masuk harus diverifikasi terlebih dahulu dan melakukan monitoring fisik. Kartu Inventaris Barang (KIB) BMD yang
akan dilakukan Penyertaan Modal




-

Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosed Kasubid Ar.l.alis .
rainfrosedur Penghapu Kebl.j::zkar! Kabid Aset Kaban Bagian Sekda Bupati Kelengkap | Waktu Output
san Klasifikasi Hukum an
Barang
Menerima usulan Data 1 Hari Konsep
penyertaan modal dan Barang data
melakukan klarifikasi ( ) OPD
kepada OPD terkait
dan pengecekan fisik
Membxat Laporan dan —Y Konsep 15 menit | Konsep
gggﬁuﬁgﬁ\n |—_| Data data .
penyertaan modal selesai
diketik
Memeriksa laporan Konsep 25 menit | Kelengka
dan permohonan v data pan
persetujuan | _II selesai administ
penyertaan modal diketik rasi
barang
Meneliti kembali Kelengkap | 30 menit | Konsep
laperan permohonan EV_L an Keputusa
persetujuan administra n Bupati
penyertaan modal si barang
dan diparaf
Menandatangani Konsep 30 menit | Konsep
laporan dan Keputusan Keputusa
permohonan v Bupati n Bupati
persetujuan dan j'_ I telah
diteruskan untuk diketik
persetujuan bupati
melalui sekda
Menyetujui A Konsep 10 menit | Konsep
penyertaan modal Keputusan Keputusa
Bupati n Bupati
diketik telah
diparaf




Membuat konsep Konsep 30 menit | Konsep
naskah akademik dan Keputusan Keputusa
rancangan perda Bupati n Bupati
telah telah
diparaf diparaf
dan diteliti
kembali
Meneliti konsep Konsep 1 hari Konsep
perjanjian dan Berita y Keputfjsan Keputus.a
Acara | | Bupati n Bupati
telah telah
diparaf diteliti
Menandatangani Konsep 1 hari Konsep
naskah perjanjian A Keputusan Keputusa
hibah dan berita acara ( | Bupati n Bupati
telah telah
diteliti diteliti




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH

2020
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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
BIDANG ASET

SUB. BIDANG PENGHAPUSAN

Nomor SOP

54

Tgl Pembuatan

02 Januari 2019

Tgl Revisi

02 November 2020

Tgl Efektif

02 Januari 2019

Disahkan oleh

Kepala BPKD,

_=—===\__\’

: \
'{ Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM

NIP. 19700814 200212 1 006

Nama SOP

PENGALIHAN SFATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah/Negara.
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami prosedur/cara pengalihan
status BMD;

2. Dapat mengoperasikan Komputer
3. Memahamitata naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penatausahaan BMD
2. SOP Penghapusan BMD

1. ATK
2. Lembar Disposisi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Setiap permohonan penghapusan BMD yang masuk harus diverifikasi terlebih dahulu dan
melakukan monitoring fisik.

Kartu Inventaris Barang (KIB) BMD yang
akan dilakukan Penggunaan




Pelaksana Mutu Baku Ket
Kaban/Pej
Uraian Prosedur Pengurus Kasubid abat Sekda Kelengkapan Waktu Output
Barang Penghapu | Kabid Aset | Penatausa selaku Bupati
Pengelola san haan pengelola
Barang

Mengajukan -Surat 1 Hari Permohona
permohonan ] — Permohonan n
pengalihan status ( ) _’| l__’l -I _’l | —’I | dari SKPD pengalihan

1 - Data Barang status

- Surat
Kesediaan
menerima
Mengajukan /v - Dokumen 1 Hari
persetujuan > - Surat
pengalihan status \ Persetujuan
Menerima Persetujuan - Dokumen 15 menit Persetujuan
pengalihan status | _,'* IS)uratt ' pter:galihan
ersetujuan status

Melakukan proses - Data Barang 25 menit Dokumen
pengalihan status | "1 | N IRy BN 7 - Berita Acara
Mengajukan usul Kelengkapan 30 menit Usulan
penghapusan dari l }: dokumen penghapusa
daftar barang barang n dan
pengguna barang kelengkapa

n dokumen




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
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Nomor SOP

55

Tgl Pembuatan

02 Januari 2019

02 November 2020

02 Januari 2019

an!

Kepala BPKD,

“J/'Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM

NIP. 19700814 ?00212 1006

Tgl Revisi
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH JEERdT_
KABUPATEN LUWU TIMUR
BIDANG ASET
SUB. BIDANG PENGHAPUSAN . [TEra5op

PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

Dasar Hukum

| Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah/Negara.

2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahamiprosedur/cara
penghapusan BMD;

2. Dapat mengoperasikan Komputer
3. Memahami tata naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penatausahaan BMD
2. SOP Pemanfaatan BMD

1. ATK
2. Lembar Disposisi

Peringatan

| Pencatatan dan Pendataan

Setiap permohonan penghapusan BMD yang masuk harus diverifikasi terlebih dahulu dan melakukan monitoring fisik.

Kartu Inventaris Barang (KIB) BMD yang
akan dilakukan Penjualan




Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur Pengurus | Kasubid Bagian Pengelola . Kelengkapa | Waktu | Output
Barang Penghapu | Kabid Aset Kaban Hukum BMD/Sekda Bupati n
Pengelola san
Mengajukan usulan -Nota ajuan | 1 Hari Persetu;j
penjualan kepada data usulan uan
bupati disertai RKBMD ( ) barang Bupati
pemindahtanganan yang dijual
dan diparaf dan
lampiran
Melakukla(m data d ! - Dokumen 1 Hari BMD
pengecekan data dan .
fisik barang Lt i I;Ziz BMD Z?,-ﬁfﬂ:;
- Fisik barang ang
Melakukan penilaian -Data BMD 1 Hari Hasil
BMD | ¢ - Fisik Barang penilaian
- Tim Penilai
Mengajukan surat 4 - Draf SK 1 Hari Surat
keputusan penetapan E:l Bupati Keputusa
nilai limit - Nota Dinas n
Melaksanakan v Kelengkapa | 1Hari }Risalah
j | | ,l | n Lelan
penluztan | _’I l_—_’L I__’I I_ administrasi - Akta Jial
barang Beli
Mengajukan usulan - Dokumen 10 Konsep
penghapusan BMD Y Lelang menit Keputusa
dari daftlar barang | > == | ' s Izislalah n IIBuhpati
pengelola elang tela
- Akta Jual diketik
Beli
Menandatangani Surat y - Keputusan 10 Keputusa
Keputusan Bupati ‘ ’ Bupati menit n Bupati
telah
diparaf




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN BGS/BSG

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
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Nomor SOP

56

Tgl Pembuatan

02 Januari 2018

Tgl Revisi

02 November 2020

Tgl Efektif

02 Januari 2018

Disahkan oleh

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG ASET

(0 KEPALA BPKD

—=<—

%% Pr.RAMADHAN PIRADE,SE.MM
NIP: 197ooéfr4 200212 1 006

i

SUB BIDANG PEMANFAATAN,PENGAMANAN
DAN PEMELIHARAAN

Nama SOP

' PELAKSANAAN BGS/BSG\

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.

Memahami peraturan perundangan mengenai
pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di
bidang pengelolaan barang milik daerah
Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
Dapat mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penatausahaan
2. SOP Penghapusan
3. SOP Pemindahtanganan

B W NN R

Alat tulis (ATK)

Printer

Komputer

Dokumen yang digunakan (dokumen BGS/BSG,Form
disposisi,dll)

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Laporan hasil verifikasi kelayakan hasil pelaksanaan BGS/BSG paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKD

Bukti Dokumentasi




Pelaksana Mutu Baku Ket
Kasubid
. Pemanfaatan, Kel
Uraian Prosedur Pengelola Pengamanan dan Kabid Aset engkapan Waktu Output
Pemanfatan BMD Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Menugaskan Kasubid untuk SK penetapan mitra | 10 menit Disposisi
menindaklanjuti SK penetapan mitra < , BGS/BSG
BGS/BSG
Menerima disposisi dan menugaskan a.Agenda Kerja 10 menit Disposisi
staf untuk mengecek kelengkapan B b.Format
administrasi BGS/BSG mitra yang telah perjanjian BGS/BSG
ditetapkan dan menyusun draft
perjanjian BGS/BSG
Membuat draft perjanjian BGS/BSG Y Format perjanjian | 60 menit Draft perjanjian
BGS/BSG BGS/BSG

Memeriksa draft perjanjian v Draft perjanjian 60 menit a.Hasil review Draft
BGS/BSG dan dilaporkan ke kepala / BGS/BSG perjanjian

i BGS/BSG
bidang \ b.Nota Dinas
Memeriksa draft perjanjian Hasil review Draft | 30 menit a.Hasil review Draft
BGS/BSG dan menugaskan staf perjanjian BGS/BSG perjanjian
membuat surat pengantar > BGS/BSG
perjanjian BGS/BSG Kepada Sub b.Nota Dinas
Bagian Kerjasama Setdakab Luwu
timur
Menerima naskah perjanjian Agenda Kerja 10 menit Naskah perjanjian

BGS/BSG dari Sub Bagian
Kerjasama Setdakab Luwu timur

BGS/BSG




7. | Menugaskan staf menghubungi mitra 5 Agenda Kerja 10 menit Disposisi
untuk penandatanganan perjanjian
BGS/BSG,sambil membawa bukti setor \r
pertama
8. | Menghubungi mitra untuk Agenda Kerja 10 menit Informasi
penandatanganan perjanjian P penandatanganan
BGS/BSG,sambil membawa bukti setor X perjanjian BGS/BSG
pertama
9, Menerima bukti setor tahunan 2 Map berkas 10 Menit Berkas BGS/BSG
pertama dari mitra dan BGS/BSG
menyampaikannya kepada Kasubid
10. | Menunjukkan perjanjian BGS/BSG dan v Naskah perjanjian | 60 menit Naskah perjanjian
memberikan penjelasan pasal-pasal BGS/BSG BGS/BSG yang
dalam perjanjian ditandatangani
mitra
11. | Membuat nota dinas permohonan a.Naskah 10 menit Nota Dinas
pemrosesan penandatanganan v perjanjian
perjanjian BGS/BSG dengan dilampiri BGS/BSG yang
bukti setor ditandatangani
mitra
b.Bukti setor
BGS/BSG
12. | Menugaskan staf untuk mengarsipkan a.Salinan 10 menit Disposisi
salinan dokumentasi BGS/BSG . Naskah
perjanjian
BGS/BSG
b. Salinan Bukti
v setor BGS/BSG




[

[

13.

Mengarsipkan seluruh salinan
dokumentasi BGS/BSG

Berkas BGS/BSG

10 menit

Arsip berkas
BGS/BSG




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN KSPI

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id
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Nomor SOP

57

Tgl Pembuatan

02 Januari 2018

Tgl Revisi

02 November 2020

Tgl Efektif

02 Januari 2018

Disahkan oleh

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG ASET

C KEPALA BPKD

”ﬁ  Dr. RAMADHAN PIRADE,SE.MM

NIP: 19700814 200212 1 006

SUB BIDANG PEMANFAATAN,PENGAMANAN
| DAN PEMELIHARAAN

L

Nama SOP

PELAKSANAAN KSPI

\

;'Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

' 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Memahami peraturan perundangan mengenai

| pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di
bidang pengelolaan barang milik daerah
Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
Dapat mengoperasikan komputer

w

l Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penatausahaan
2. SOP Penghapusan
3. SOP Pemindahtanganan

Alat tulis (ATK)

Printer

Komputer

Dokumen yang digunakan (dokumen KSPI ,Form
disposisi,dll)

=

| Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Laporan hasil verifikasi kelayakan hasil pelaksanaan KSPI paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKD

|
!

Bukti Dokumentasi




ne

Pelaksana Mutu Baku Ket
Kasubid
. Pemanfaatan, Kele
Uraian Prosedur Pengelola Pengamanan dan Kabid Aset slangkapan Waktu Qutput
Pemanfatan BMD Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Menerima disposisi SK penetapan Agenda Kerja 10 menit Disposisi
mitra KSPI dari Pengelola BMD ( )
Membuat naskah perjanjian KSPI v a.Agenda Kerja 10 menit Disposisi
berbentuk Akta Notaris b.Format
perjanjian
KSPI
Menghubungi mitra untuk A a.Agenda Kerja 10 menit Disposisi
penandatanganan perjanjian b.Format
KSPI perjanjian
KSPI
Menunjukkan perjanjian KSPI 4 a.Agenda Kerja 60 menit Disposisi
dan memberikan penjelasan b.Format
pasal-pasal dalam perjanjian z::;ila"iia"
Menandatangani naskah ! a.Agenda Kerja 60 menit Naskah
perjanjian KSPI bersama Mitra b.Format perjanjian yang
KSPI perjanjian ditandatangani
KSPI mitra
Menyampaikan BAST objek 3 a.Agenda Kerja 60 menit BAST
KSPI kepada mitra KSP! b.Format BAST
Melaporkan pelaksanaan ¥ a.Agenda Kerja 60 menit Laporan

penandatanganan perjanjian
kepada Pengelola BMD dengan
melampirkan salinan perjanjian
KSPI dan salinan BAST

b.Format
laporan
pelaksanaan
KSPI

pelaksanaan KSPI




8. Menerima laporan pelaksanaan Agenda Kerja 60 menit Tanda terima
penandatanganan perjanjian dan Laporan
penyerahan BMD kepada mitra pelaksanaan KSP!
KSPI beserta salinan perjanjian
KSPI dan salinan BAST

9. Mendisposisikan kepada Kasubid Formulir BAST 10 Menit Disposisi
mengenai pelaksanaan KSPI

10. | Menerima disposisi dan Laporan 10 Menit Laporan
menUgaSkan staf mengarSipkan pelaksanaan KSPI pelaksanaan KSPI
dokumen KSPI

11. | Mengarsipkan dokumen KSPI Laporan 2 Menit Arsip Laporan

.,

pelaksanaan KSPI

pelaksanaan KSPI




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PINJAM PAKAI

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id
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Nomor SOP

58

Tgl Pembuatan

02 Januari 2018

Tgl Revisi

02 November 2020

Tgl Efektif

02 Januari 2018

Disahkan oleh

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG ASET

f KEPALA BPKD

\\
3

% Dr. RAMADHAN \PIRADE,SE.MM
NIP: 19700814/200212 1 006

SUB BIDANG PEMANFAATAN,PENGAMANAN
DAN PEMELIHARAAN

Nama SOP

PELAKSANAAN PINJAM PAKAI

 Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Memahami peraturan perundangan mengenai
pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di
bidang pengelolaan barang milik daerah

2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD

3. Dapat mengoperasikan komputer

_Kete rkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. sop Penatausahaan
2. SOP Penghapusan
3. SOP Pemindahtanganan

Alat tulis (ATK)

Printer

Komputer

Dokumen yang digunakan (dokumen pinjam pakai
,Form disposisi,dll)

B BN

_Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Laporan hasil verifikasi kelayakan hasil pelaksanaan Pinjam Pakai paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKD

|

Bukti Dokumentasi




Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur Kasubid Pemanfaatan, Kelengkapan | Waktu Output
Pengelola Pemanfatan Pengamanan dan Kabid Aset
BMD Pemeliharaan Barang Milik
Daerah

Menugaskan Kasubid untuk mengatur Disposisi 15 menit | Perjanjian Pinjam
teknis penjelasan Pinjam Pakai kepada < > Pakai
Pemohon
Menugaskan staf untuk mengundang Agenda kerja 10 menit | Disposisi
pemohon <
Menghubungi pemohon untuk 4 Jadwal 30 Menit | Informasi Jadwal
penandatanganan perjanjian pinjam penandatanga penandatanganan
pakai dan melaporkan hasilnya ke nan
Kasubid
Memperlihatkan perjanjian dan Perjanjian 10 menit | Perjanjian pinjam
memberikan penjelasan dan Y pinjam pakai pakai yang
mengarahkan pemohon untuk ditandatangani
menandatangani perjanjian pinjam pemohon
pakai diatas materai Rp.6.000,00
Melaporkan ke kepala Bidang untuk \ Perjanjian 10 menit | Perjanjian pinjam
penandatanganan oleh Pengelola BMD pinjam pakai pakai yang

yang ditandatangani

ditandatanga pemohon

ni pemohon
Menugaskan staf untuk membuat surat ! Perjanjian 10 menit | Nota Dinas
pengantar ke kepala BPKD mengenai pinjam pakai
penandatanganan perjanjian Pinjam yang
Pakai oleh Pengelola BMD ditandatanga

ni pemohon




7. Menerima perjanjian Pinjam Pakai yang Perjanjian 1 hari Perjanjian pinjam
ditandatangani oleh Peneglola BMD pinjam pakai pakai yang
yang ditandatangani
ditandatanga pemohon dan
ni pemohon Pengelola BMD
dan
Pengelola
BMD
8. | Menugaskan Kasubid untuk menyiapkan Disposisi 30 menit | Perjanjian pinjam
BAST dan mengatur teknis penyampaian Pakai
perjanjian Pinjam Pakai kepada pemohon
9. Menugaskan staf untuk menyampaikan a.Agenda 10 Menit | a. Disposisi
perjanjian Pinjam Pakai kepada pemohon Kerja b.Perjanjian pinjam
b. Perjanjian pakai yang
pinjam ditandatangani
pakai pemohon dan
Yang PengelolaBMD
ditandatanga
ni pemohon
dan
Pengelola
BMD
10. | Menyampaikan perjanjian Pinjam Pakai y Perjanjian 10 menit | Perjanjian pinjam
dan mengarahkan penandatanganan BAST pinjam Pakai Pakai

oleh pemohon sebagai tanda dimulainya
pelaksanaan Pinjam Pakai




v

11. | Melaporkan hasil penandatanganan Bukti 10 menit | Bukti Pengarsipan
kepada Kasubid dan mengarsipkan seluruh penyerahan
dokumen Pinjam Pakai Perjanjian
pinjam Pakai




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN SEWA

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id
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Nomor SOP 59

Tgl Pembuatan | 04 September 2018
Tgl Revisi 02 November 2020
Tgl Efektif 04 September 2018

Disahkan oleh

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG ASET

‘(’ KEPALA BPKD

Dr. RAMADHA; PIRADE,SE.MM

NIP: 19700814 200212 1 006

SUB BIDANG PEMANFAATAN,PENGAMANAN
DAN PEMELIHARAAN

Nama SOP

PELAKSANAAN SEWA v

| Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

" 1. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

2. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

| 3. PeraturanDaerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Memahami peraturan perundangan mengenai

pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di
bidang pengelolaan barang milik daerah

2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD

3. Dapat mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

' 1. SOP Penatausahaan
2. SOP Penghapusan
3. SOP Pemindahtanganan

Alat tulis (ATK)

Printer

Komputer

Dokumen yang digunakan (dokumen sewa ,Form
disposisi,dll)

BenE

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Laporan hasilverifikasi kelayakan hasil pelaksanaan Penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKD

Bukti Dokumentasi




Pelaksana Mutu Baku Ket
. d Kasubid Pemanfaatan,
Uraian Prosedur Pengelola Pemanfatan BMD | Pengamanan dan Pemeliharaan Kelengkapan Waktu Output
Barang Milik Daerah
Menerima salinan bukti penyetoran sewa ( ) Map berkas 15 menit Disposisi
dari penyewa
Menyerahkan perjanjian sewa untuk v Perjanjian Sewa 15 menit Perjanjian sewa
ditandatangani oleh penyewa di atas yang
materai RP.6.000,00 ditandatangani
oleh penyewa
Melaporkan hasil penandatanganan v Perjanjian sewa yang [ 10 menit Perjanjian sewa
perjanjian sewa kepada Kasubid ditandatangani yang
penyewa ditandatangani
penyewa
Melaporkan penandatanganan v Perjanjian sewa yang | 10 menit Perjanjian sewa
perjanjian sewa kepada Kepala bidang ditandatangani yang
penyewa ditandatangani
penyewa
Menugaskan staf untuk membuat surat 3 Perjanjian sewa yang | 10 menit Disposisi
pengantar penandatanganan perjanjian ditandatangani
sewa oleh pengelola barang penyewa
Menerima perjanjian sewa yang telah Perjanjian sewa yang | 2 hari Perjanjian sewa
ditandatangani oleh Pengelola Barang . 4 ditandatangani yang
penyewa dan ditandatangani
Pengelola Barang penyewa dan
Pengelola Barang
Menugaskan staf untuk menyampaikan A 1.Agenda kerja 10 menit 1.Disposisi
perjanjian Sewa kepada penyewa 2.Perjanjian sewa 2.Perjanjian sewa
yang ditandatangani yang

penyewa dan
Pengelola Barang

ditandatangani
penyewa dan
Pengelola Barang




9, Menyampaikan Perjanjian Sewa kepada Perjanjian sewa yang | 15 menit Bukti penyerahan
Penyewa ditandatangani perjanjian Sewa
penyewa dan
< Pengelola Barang
10. Mengarsipkanbukti penyerahan perjanjian Bukti penyerahan
Sewa perjanjian Sewa 10 Menit Bukti Pengarsipan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAKHIRAN BGS/BSG

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id
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1

Keterkaitan

1.
2,
3,

Nomor SOP

60

Tgl Pembuatan

04 September 2018

Tgl Revisi

02 November 2020

Tgl Efektif

04 September 2018

Disahkan oleh

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG ASET

¢ KEPALA BPKD

/tﬁ,or. RAMADHAN PIRADE,SE.MM

NIP: 19700814 200212 1 006

SUB BIDANG PEMANFAATAN,PENGAMANAN
DAN PEMELIHARAAN

Nama SOP

' PENGAKHIRAN BGS/BSG,

' Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan DaerahKabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Memahami peraturan perundangan mengenai
pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di
bidang pengelolaan barang milik daerah

2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD

3. Dapat mengoperasikan komputer

 Peralatan Perlengkapan

SOP Penatausahaan
SOP Penghapusan
SOP Pemindahtanganan

Alat tulis (ATK)

Printer

Komputer

Dokumen yang digunakan (dokumen BGS/BSG ,Form
disposisi,dll)

£ S U

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Laporan hasil verifikasi kelayakan hasil pengakhiran BGS/BSG paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKD

Bukti Dokumentasi




Pelaksana Mutu Baku Ket
Kasubid Pemanfaatan,
Uraian Prosedur Pengelola Pengamanan dan Kelengkapan Waktu Output
Pemanfatan BMD Pemeliharaan Barang Milik Kabid Aset
Daerah
1. | Menugaskan staf untuk membuat surat Agenda Kerja 5 menit Disposisi
pemberitahuan berakhirnya BGS/BSG < ’
2. Membuat surat pemberitahuan Formulir surat 15 menit | Draft surat
berakhimya BGS/BSG 4 pemberitahuan pemberitahuan
berakhirnya BGS/BSG berakhirnya
BGS/BSG
3. Memeriksa dan membubuhkan 1l Draft surat 10menit | Draft surat
paraf pada draft surat pemberitahuan pemberitahuan
pemberitahuan berakhirnya BGS/BSG berakhirnya BGS/BSG berakhirnya S
BGS/BSG
4. Menandatangani surat v Draft surat 10 menit | Pemberitahuan
pemberitahuan berakhirnya BGS/BSG pemberitahuan berakhirnya
berakhirnya BGS/BSG BGS/BSG
5. Menugaskan penyampaian surat y Pemberitahuan 10 menit | a..Disposisi
pemberitahuan masa berakhirnya berakhirnya S b.Pemberitahuan
BGS/8SG kepada mitra BGS/BSG berakhirnya
BGS/BSG
6. Menyampaikan surat surat pemberitahun | 1 hari Ekspedisi surat

pemberitahuan masa berakhirnya
BGS/BSG kepada mitra

berakhirnya S
BGS/BSG

keluar




ditandatangani mitra dan
menandatangani BAST

ditandatangani mitra

7. Memeriksa kondisi BMD a.Formulir Laporan
laporan 15 menit | pemeriksaan
pemeriksaan BMD

b. Buku
Inventaris
8. Menerima dan menelaah laporan Laporan 15 menit | a.Disposisi
tertulis hasilpemeriksaan BMD dan pemeriksaan BMD b. Laporan
menugaskan staf membuat Berita Acara pemeriksaan
Serah Terima Barang(BAST) BMD
. Membuat Berita Acara Serah Terima
(BAST) » Formulir BAST 10 Menit | Draft BAST
10. Memeriksa Draft BAST dan menugaskan
staf untuk menyampaikan kepada mitra R
pada saat berakhirnya BGS/BSG g
11, Menyampaikan BAST kepada mitra BAST 10 menit | BAST yang
untuk ditandatangani ditandatangani
mitra
12. Menerima BAST yang telah vy BAST yang 10 menit | BAST yang

ditandatangani
mitra




13. Melaporkan kepada Kepala Bidang BAST yang 5 menit BAST yang
mengenai berakhirnya masa BGS/BSG ditandatangani mitra ditandatangani
mitra dan Kabid
Mengarsipkan BAST BAST yang 10 menit Bukti
14. ditandatangani mitra Pengarsipan

5

dan Kabid




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAKHIRAN KSPI

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@luwutimurkab.go.id
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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BIDANG ASET

SUB BIDANG PEMANFAATAN,PENGAMANAN

DAN PEMELIHARAAN

Nomor SOP

61

Tgl Pembuatan

04 September 2018

Tgl Revisi

02 November 2020

Tgl Efektif

04 September 2018

Disahkan oleh

f KEPALA BPKD

= =

?/Dr. RAMADHAN PIRADE,SE.MM
NIP: 19700814 200212 1 006

v

Nama SOP

PENGAKHIRAN KSPI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

| 1. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan |1. Memahami peraturan perundangan mengenai
Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di
2. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bidang pengelolaan barang milik daerah
3. Peraturan DaerahKabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan komputer

| Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penatausahaan 1. Alat tulis (ATK)
2. SOP Penghapusan 2. Printer
' 3. SOP Pemindahtanganan 3. Komputer _
; 4. Dokumen yang digunakan (dokumen KSPI,Form
: disposisi,dll)

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Laporan hasil verifikasi kelayakan hasil pengakhiran KSPI paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKD

Bukti Dokumentasi




Pelaksana

Mutu Baku Ket
. Kasubid Pemanfaatan,
Uraian Prosedur Pengelola Pengamanan dan Kelengkapan Waktu Output
Pemanfatan BMD Pemeliharaan Barang Milik Kabid Aset
Daerah

Menerima laporantertulis dari mitra Agenda Kerja 10 menit Disposisi
mengenai masa berakhirnya KSPI
paling lambat 2 (dua) Tahun sebelum
jangka waktu KSPi berakhir
Meminta dilakukan audit oleh aparat a.Agenda Kerja 30 menit Surat
pengawasan interen pemerintah atas b.Dokumen KSPI permohonan
pelaksanaan KSPI atasBMD r audit KSPI
Menerima hasil audit pelaksanaan ) Agenda Kerja 60 menit Berkas hasil
KSPI audit KSPI
Menyampaikan hasilaudit ke mitra Agenda Kerja 1 Hari a.Surat
KSPI Uuntuk ditindakanjuti dan penyampaian
kembali melaporkan hasii tindak < hasil audit
lanjutnya kepadaBidang Aset KSPI

b.Berkas hasil

audit

KSPI
Menerima BAST BMD yang menjadi | a.Agenda Kerja 60 me Tanda terima
objek KSPI b.Map berkas nit dokumen KSPI
KSPI
Menyampaikan paket laporan ] a.Agenda Kerja 60 menit Nota Dinas
berakhirnya KSPI b.Map berkas
KSPI
A 4
:.:3




Menerima paketlaporan KSPI

a.Agenda Kerja

Tanda terima

|\i/ b.Map berkas 60 menit | Penerimaan
KSPI paketLaporan
KSPI
Me ndisposisikan paket laporan KSPI v a.Agenda Kerja 15 menit | Disposisi
dan menugaskan untuk dilakukan b.Map berkas
penatausahaan KSPI
Me nerima disposisi dan melaksanakan
penatausahaan pelaksanaan KSPI Map berkas 15 Menit Arsip berkas
KSPI KSP!

:




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAKHIRAN PINJAM PAKAI

2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon (0474) 321435, Fax (0474) 321435
Email : bpkd@Iluwutimurkab.go.id



BADANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BIDANG ASET

SUB BIDANG PEMANFAATAN,PENGAMANAN
DAN PEMELIHARAAN

Nomor SOP 62

Tgl Pembuatan | 04 September 2018
Tgl Revisi 02 November 2020
Tgl Efektif 04 September 2018

Disahkan oleh

()KEPALA BPKD

6Dr. RAMADHAN PIRADE,SE. MM
NIP: 19700814 200212 1 006

Nama SOP

PENGAKHIRAN PINJAM PAR.AI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

gan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

1. Memahami peraturan perundangan mengenai
pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di
bidang pengelolaan barang milik daerah

2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD

3. Dapat mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penatausahaan
2. SOP Penghapusan
3. SOP Pemindahtanganan

Alat tulis (ATK)

Printer

Komputer

Dokumen yang digunakan (dokumen pinjam pakai
,Form disposisi,dll)

EwN e

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Laporan hasil verifikasi kelayakan hasil pengakhiran Pinjam Pakai paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKD

Bukti Dokumentasi




Pelaksana Mutu Baku Ket
Kasubid Pemanfaatan,
Uraian Prosedur Pengelola Pemanfatan Pengamanan dan Kelengkapan Waktu Output
BMD Pemeliharaan Barang Kabid Aset
Milik Daerah
Menugaskan staf untuk membuat surat Agenda Kerja 10 menit Disposisi
pemberitahuan berakhirnya Pinjam Pakai ( )
Membuat surat pemberitahuan berakhirnya Formulir surat 15 menit Draft surat
Pinjam Pakai < pemberitahuan pemberitahua
berakhirnya Pinjam n berakhirnya
Pakai Pinjam Pakai
Memeriksa dan membubuhkan paraf pada Draft surat 10 menit Draft surat
draft surat pemberitahuan berakhirnya . pemberitahuan pemberitahua
Pinjam Pakai g berakhirnya Pinjam n berakhirnya
Pakai Pinjam Pakai
Menandatangani surat pemberitahuan A Draft surat 10 menit Pemberitahua
berakhirnya Pinjam Pakai pemberitahuan n berakhirnya
berakhirnya Pinjam Pinjam Pakai
Pakai
Menugaskan penyampaian surat i Pemberitahuan 10 menit a..Disposisi
pemberitahuan masa berakhirnya Pinjam berakhirnya Pinjam b.Pemberitah
Pakai kepada pemakai Pakai uan
berakhirnya
Pinjam Pakai
Menyampaikan surat pemberitahuan v Surat 1 hari Ekspedisi surat
masa berakhirnya Pinjam Pakai kepada pemberitahun keluar
pemakai berakhirnya
Pinjam Pakai




Y.
a

7. Memeriksa kondisi BMD yang di Pinjam Pakai a.Formulir 15 menit Laporan
bilamana tidak dilakukan perpanjangan Pinjam laporan pemeriksaan
Pakai pemeriksaan BMD
b.Buku
Inventaris
8. Menerima dan menelaah laporan tertulis v Laporan 15 menit a.Disposisi
hasil pemeriksaan dan menugaskan staf / pemeriksaan b. Laporan
membuat Berita Acara Serah Terima BMD pemeriksaan
Barang(BAST) \ BMD
o. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Formulir BAST 10 Menit Draft BAST
10. Memeriksa draft BAST dan menugaskan staf
untuk menyampaikan kepada pemakai pada
saat berakhirmya Pinjam Pakai >
11. Menyampaikan BAST kepada pemakai a untuk BAST 10 menit BAST yang
ditandatangani P ditandatangan
i pemakai




12. | Menerima BAST yang telah ditandatangani BAST yang 10 menit BAST yang
pemakai dan menandatangani BAST ditandatangani ditandatang
pemakai ani pemakai

13. | Melaporkan kepada Kepala Bidang mengenai BAST yang 5 menit BAST yang
berakhimya masa Pinjam Pakai ditandatangani ditandatang
pemakai ani pemakai

dan Kabid

14. | Mengarsipkan BAST BAST yang 10 menit Bukti

i

ditandatangani
pemakai dan Kabid

Pengarsipan
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SUB BIDANG PEMANFAATAN,PENGAMANAN e
DAN PEMELIHARAAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
| 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan (1. Memahami peraturan perundangan mengenai
| Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bidang pengelolaan barang milik daerah
3. Peraturan Daerah Kabupatenluwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD

3. Dapat mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
1. SOP Penatausahaan 1. Alat tulis (ATK)
| 2. 50P Penghapusan 2. Printer
3. SOP Pemindahtanganan 3. Komputer
4. Dokumen yang digunakan (dokumen sewa ,Form
disposisi,dll)

| Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Paporan hasil ve rifikasi kelayakan hasil pengakhiran Penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKD Bukti Dokumentasi




. ]
Pelaksana Mutu Baku Ket
. Kasubid Pemanfaatan,
Uraian Prosedur Pengelola Pengamanan dan Pemeliharaan . Kelengkapan Waktu Output
Pemanfatan BMD Barang Milik Daerah Kabid Aset
Menugaskan staf untuk membuat surat Agenda Kerja 5 menit Disposisi
pemberitahuan berakhimya Sewa < ’
Membuat surat pemberitahuan Formulir surat 15 menit Draft surat
berakhirnya Sewa Y pemberitahuan nemberitahu
berakhirnya Sewa an
berakhirnya
Sewa
Memeriksa dan membubuhkan Draft surat 10 menit Draft surat
paraf pada draft surat pemberitahuan pemberitahu
pemberitahuan berakhirnya Sewa > berakhirnya Sewa an
berakhirnya
Sewa
Me nandatangani surat 4 Draft surat 10 menit Pemberitahu
pemberitahuan berakhirnya Sewa pemberitahuan an
berakhirnya Sewa berakhirnya
Sewa
Menugaskan penyampaian surat Pemberitahuan 10 menit a..Disposisi
pemberitahuan masaberakhirnya X berakhirnya Sewa b.Pemberita
Sewa kepada penyewa huan
berakhirnya
Sewa
Menyampaikan surat 1 Surat 1 hari Ekspedisi
pemberitahuan masa berakhirnya pemberitahun surat keluar
Sewa kepada penyewa berakhirnya Sewa
A 4
::3




b b . o
7. Memeriksa kondisi BMD bilamana tidak a.Formulir 15 menit Laporan
dilakukan perpanjangan Sewa laporan
pemeriksaan pemeriksaa
b.Buku n BMD
Inventaris
8. Menerima dan menelaah laporan ) Laporan 15 menit a.Disposisi
tertulis hasil pemeriksaan dan / \ pemeriksaan BMD b. Laporan
menugaskan staf membuat Berita Acara \/ pemeriksaa
Serah Terima Barang(BAST) n BMD
9, Membuat Berita Acara Serah Terima Formulir BAST 10 Menit Draft BAST
(BAST)
10. | Memeriksa Draft BAST dan menugaskan
staf untuk menyampaikan kepada <
penyewa pada saatberakhirnya Sewa
11. | Menyampaikan BAST kepada penyewa BAST 10 menit BAST yang
untuk ditandatangani Y ditandatanga
ni penyewa
12. | Menerima BASTyang telah v BAST yang 10 menit BAST yang
ditandatangani penyewa dan ditandatangani ditandatanga
me nandatangani BAST penyewa ni penyewa




13. Melaporkan kepada Kabid mengenai BAST yang 5 menit BAST yang
berakhimya masa Sewa ditandatangani ditandatan
penyewa gani
penyewa
dan Kabid
Aset
14. Mengarsipkan BAST BAST yang 10 menit Bukti
ditandatangani Pengarsipa
‘ }: penyewa dan Kabid n

Aset




